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RINGKASAN

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN ASEMBAGUS KABUPATEN
SITUBONDO; Dhimas Wahyu Wardana, 090903101041; 2015; 62 halaman;
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang pada kas daerah, khususnya

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Praktek Kerja Nyata (PKN) ini

dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.Tujuan dari

Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo, serta untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut

melaksanakan kewajiban di bidang perpajakannya.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) membantu tugas

administrasi dan pembukuan yang ada di kantor, (2) mempelajari landasan hukum

yang terkait tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2). Sistem besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan

pemungutan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak adalah berdasarkan Nilai Jual

Objek Pajak yang berupa tanah atau bangunan setelah dikurangi Nilai Jual Objek

Pajak Tidak Kena Pajak kemudian dikalikan tarif PBB-P2.Pemungutan PBB-P2

dilakukan apabila sudah masuk pada tahun pajak, dimana pemungutan PBB-P2

dilakukan oleh Juru Pungut disini adalah perangkat desa yang bertugas membantu

mengumpulkan jumlah pajak yang terutang dari wilayah tersebut dengan

menggunakan SKPD. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan dilakukan oleh bagian pajak dengan menggunakan Surat

SetoranPajak (SSP) melalui Bank Jatim untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten

Situbondo. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 456/UN25.1.2/PS.8/2013, DIII
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila dan

UUD  1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu

pemerintah menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dari kewajiban

kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional. Sebagai peran serta masyarakat

dalam membiayai pembangunan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah

adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Peran pajak di Negara kita sangat penting, pajak tidak hanya mempunyai arti

penting dalam meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda

pemerintahan, tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijaksanaan fiskal dalam

rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai sosial dan ekonomi. Negara

yang sedang berkembang melaksanakan tujuan tersebut sebagai alat untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi,

pendapatan dan kekayaan.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang bersifat dapat

dipaksakan karena berdasarkan kepada undang-undang dan tidak mendapatkan

kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1996). Pengeluaran umum yang

dimaksud adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan

masyarakat. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana  pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran (fungsi budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi

regulerend).

Pengenaan pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak

Negara atau pajak pusat dan pajak derah. Pajak pusat yang berlaku di Indonesia

adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
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Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea

Materai. Sedangkan pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu

Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pada setiap jenis pajak terdapat

cara perhitungan yang berbeda tetapi pada dasarnya tata cara pelaporan dan

penyetoran pajaknya adalah sama.

Pajak juga berperan sangat penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak

Daerah berperan serta dalam membiayai Pembangunan Daerah, tanpa adanya pajak

daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akaan sulit dipenuhi. Dengan

diberlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 menghapus keberadaan

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

(PDRD) yang salah satu mandatorinya adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.Hal ini

membawa konsekuensi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia

termasuk salah satunya Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk  melakukan

pengelolaan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2) di daerahnya masing-masing. Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaiian,

pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan

dan penagihan dan lain-lain, yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka

masing-masing sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang

nomor 28 tahun 2009 (PDRD).

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses

penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan

banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan
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menentukan keberhasilan. Otonmi daerah adalah kemampuan daerah untuk

membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah

otonom. Dan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan

yang berasal dari pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak. Keinginan daerah untuk

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Akan tetapi guna mencegah

pemungutan Pajak Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Pajak Daerah tersebut adalah prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas

dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini,kemampuan daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan

mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak

Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan

kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan

kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang telah didasarkan pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009.

Peraturan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang sudah diatur

dalam UU No. 28 Tahun 2009 , maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk

memungut 2 jenis Pajak Daerah, yang diantaranya adalah Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/Kota, serta restrebusi daerah yang ada disetiap daerahnya masing-masing.
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Seiring perkembangan zaman yang terjadi dan berbagai perubahan yang

terjadi serta bertambahnya jumlah penduduk, maka instansi-instansi pemerintah dan

perusahaan milik swasta turut serta berperan dalam perkembangan Negara dan

menyumbang kas Negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Kecamatan Asembagus adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari segi pendapatan sektor Pajak Daerah, yaitu Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 2 yang menerangkan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .Disamping pendapatan-pendapatan utama

PAD yang lainnya seperti Restribusi Daerah, Pajak Daerah khususnya PBB-P2

sangatlah menunjang APBD Kabupaten Situbondo dari tahun ke tahun yang dibantu

oleh seluruh Kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kecamatan

tersebut terdiri dari 10 desa yang masing-masing desa tersebut adalah Asembagus,

Gudang, Trigonco, Wringin Anom, Mojosari, Kertosari, Perante, Awar-awar ,

Kedunglo dan Bantal. Masing-masing desa tersebut dikelola oleh Kepala Desa,

sekretaris desa, bendahara desa dan pembantu staf perangkat desa untuk memungut

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di desa

tersebut. Dengan demikian, Kecamatan Asembagus sendiri siap untuk menggali

potensi-potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Maka dari itu

untuk melihat dan menelaah apa yang dipersiapkan oleh Kecamatan Asembagus,

dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul:

“Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Asembagus Kabupaten

Situbondo”
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1.2 Rumusan Masalah

Peranan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah

penting bagi daerah karena menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu dari

dasar itu dan tidak lepas dari judul laporan yang penulis angkat, maka permasalahan

dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah:

a. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran dan

pelaporan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

b. Untuk mengetahui dan memahami sistem kerja instansi pemerintah

turut serta dalam proses kerja yang ada di instansi pemerintahan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah:

a. Manfaat bagi Mahasiswa :

1) Memperoleh pengetahuan tentang pajak daerah khususnya Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

wilayah Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

2) Dapat mengetahui tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajaknya

(NJOP);

3) Mengetahui alur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

4) Berbagi ilmu pengetahuan yang didapat pada waktu kuliah dengan

para pegawai Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
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b. Manfaat bagi Universitas :

1) Sebagai umpan balik hasil penerapan ilmu bagi mahasiswa di

tengah-tengah masyarakat dan atau pemerintah dengan berbagai

permasalahannya guna penyempurnaan agar menjadi lebih baik.

2) Sarana menjalin kerjasama baik akademis maupun organisasi

antara Universitas Jember dengan Kantor Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo .

1.4 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 7 April

2014 sampai 7 Mei 2014. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah di

Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan

untuk membiayai segala aktivitas pemerintah. Pungutan pajak sudah dilaksanakan

sejak dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), peraturan tentang perpajakan juga

mengalami perubahan yang mengacu kepada kebaikan. Kini berubah dengan

melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara

pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

2.1.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pengertian pajak yang diungkapkan dari beberapa

para ahli, antara lain :

a. Menurut Soemitro (1990:2) mengemukakaan, pajak adalah iuran
rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum)

b. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005:68) mengemukakan, pajak
adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan
undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa
didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk
menjalankan tata pemerintahan yang baik.

c. Menurut Meliala (2007:4) mengemukakan, pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan
pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan
pembangunan nasional.
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2.1.2  Unsur-unsur Pajak

Dari berbagai macam definisi pajak menurut para ahli maka dapat

disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur (Mardiasmo, 2003:1)

a. Iuran dari Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut

berupa uang (bukanlah barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaanya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara

langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3  Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas pajak mempunyai dua fungsi,

yaitu (Sunarto, 2003 :3) :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntungkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini

fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana

dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas Negara yang pada

waktunya nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
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b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sosial ekonomi. Dalam hal ini juga digunakan

sebagai pendorong dan pengendali kegiatan masyarakat agar sesuai

dengan program nasional pemerintah suatu Negara.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong

ekspor prooduk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat dan pemungutannya adalah

(Mardiasmo, 2003:5-6)

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak

dapat dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
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Tabel 2.1 Perbedaan  Pajak langsung dengan pajak tidak langsung (Rosdiana dan
Tarigan, 2005:69)

(A) (B)

Pajak langsung Pajak tidak langsung

Dibebankan berdasarkan

kemampuan membayar (ability to pay)

wajib pajak. Artinya, kondisi wajib

pajak seperti besarnya penghasilan dan

jumlah tanggungan menjadi salah satu

faktor penentu besarnya beban pajak

Dibebankan tanpa

memerintahkan kondisiwajib

pajak, seperti besarnya

penghasilan dan jumlah

tanggungan. Contohnya, cukai

rokok dikenakan terhadap setiap

orang yang membeli rokok. PPN

dikenakan kepada orang yang

mengkonsumsi Barang Kena

Pajak

Beban pajak tidak dapat

dialihkan pemungutan pajak langsung

secara otomatis akan mengurangi Take

Home Pay Wajib pajak

Beban pajak dapat

dialihkan seluruhnya atau

sebagian kepada pihak lain

Pajak langsung yang

menghitung, menyetorkan dan

melaporkan pajak yang terutang adalah

Wajib Pajak itu sendiri

Pajak Pertambahan Nilai

yang diterapkan di Indonesia

meskipun yang menanggung

beban pajak adalah konsumen,

tetapi yang memungut,

menyetorkan dan

melaporkan pajak yang terutang

adalah pengusaha kena pajak
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(A) (B)

Secara administratif, ada

periodisasi pemungutan pajak (dibayar

dan dilaporkan dalam satu periode

seperti Tahun atau Bulan)

Bisa terutang setiap saat.

Misalkan seseorang membeli

Barang Kena Pajak di Supermaket

maka harus membayar PPN

saatitu juga, jadi tidak menunggu

sampai akhir bulan.

a. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif,

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya,

dalam arti  mempehatikan kedaan dari pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Obyektif,

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

b. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjulan

atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12

a) Pajak Provinsi

Contoh Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan

kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Waluyo dan

Wirawan, 2001:16)

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk

menentukan besarnya pajak terutang. Pemerintah (fiscus)

menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri Official Assesment System :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada

fiscus

2) Wajib pajak bersifat pasif,

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) oleh fiscus.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi

kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya Self Assesment System
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1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang pada

Wajib Pajak sendiri

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut

besarnya yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri Withholding System

1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutangada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskusdan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Adanya otonomi daerah tersebut memicu suatu daerah untuk dapat

mengotimalkan penerimaan dari sektor pajak agar dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut beberapa pengertian atau istilah

yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28

tahun 2009 antara lain:

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah konstribusi

wajib kepada Derah yang terutang oleh orang pribadi atau badn yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan

pajak.

d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perudang-undangan perpajakan daerah.pada dasarnya tidak ada

perbedaan antara negara dengan pajak daerah mengenai prinsip-

prinsip umum hukum dan ketentuannya. Perbedaan yang ada hanya

pada aparat pemungut, dasar pemungutan dan penggunaan pajaknya.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum tentang pemungutan Pajak Daerah dan Restibusi Daerah

adalah undang-undang nomor 34  tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-

undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah. (Mardiasmo,2008:12)
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2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan

pertambangan. (Peraturan Bupati Situbondo No 38 Tahun 2013)

2.3.2 Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Situbondo No. 19 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Dengan nama Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang

Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan

2. Termasuk dalam pengertian pembangunan adalah :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

b. Jalan tol;

c. Kolam renang;

d. Pagar mewah;
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e. Taman mewah;

f. Tempat olahraga;

g. Tempat penampungan minyak/kilang minyak, air dan gas, pipa

minyak, dan

h. Menara

3. Tidak termasuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang :

a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan ;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

;

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang

sejenis dengan itu ;

d.Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

Negara yang belum dibebani suatu hak;

4. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
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2.3.3 Penentuan NJOP

Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat NJOP ini

yang akan menentukan besarnya pajak yang di bayar oleh masyarakat.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal No. 16/PJ.6/1998 tanggal 30

Desember 1998 dijelaskan bagaimana menentukan besarnya NJOP untuk

setiap sektor PBB. Dalam Keputusan tersebut diatur sebagai berikut :

1. NJOP atas Sektor Perdesaan/Perkotaan

Sektor Perdesaan/Perkotaan adalah Obyek PBB yang meliputi

kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta

obyek khusus perkotaan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor

pedesaan/ perkotaan ditentukan sebagai berikut:

a. Obyek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona

Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi, penggolongan dan

ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998

b. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi,

penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.04/1998.

2. NJOP atas Sektor Perkebunan

Sektor Perkebunan adalah Obyek PBB yang meliputi areal

pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis

tanaman, keragaman jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya.

Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor perkebunan ditentukan

sebagai berikut:
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a. Areal kebun adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan

Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan Standar

Investasi menurut umur tanaman,

b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan

adalah sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian

seperlunya,

c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam

klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan

sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.04/1998.

3. NJOP atas Sektor Kehutanan

Sektor Kehutanan adalah Obyek PBB yang meliputi areal

pengusahaan hutan dan budidaya hutan. Besarnya NJOP atas obyek

pajak sektor kehutanan ditentukan sebagai berikut:

a. Areal hutan adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan

Jumlah Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri menurut

umur tanaman,

b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan adalah

sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian

seperlunya,

c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam

klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan
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sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.04/1998.

4. NJOP atas Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan adalah Obyek PBB yang meliputi areal

usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu

bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya.

5. NJOP atas Sektor Perikanan

Usaha Bidang Perikanan adalah semua usaha perorangan atau

badan yang memiliki ijin usaha untuk menangkap atau

membudidayakan sumber daya ikan, termasuk semua jenis ikan dan

biota perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau

mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Besarnya NJOP atas obyek

pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut:

a. Areal penangkapan ikan adalah 10 x hasil bersih ikan dalam satu

tahun sebelum tahun pajak berjalan,

b. Areal pembudidayaan ikan adalah 8 x hasil bersih ikan dalam satu

tahun sebelum tahun pajak berjalan,

c. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa

tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,

d. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam

klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan

sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.04/1998.

Sedangkan besarnya NJOP atas obyek pajak usaha bidang

perikanan laut ditentukan sebagai berikut:
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a. Areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar NJOP berupa

tanah di sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah

standar biaya investasi tambak menurut jenisnya,

b. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa

tanah di sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya,

c. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru

setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik

berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan

dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

6. NJOP atas Objek Pajak yang Bersifat Khusus

Obyek Pajak Khusus adalah obyek pajak yang memiliki jenis

konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk

maupun keberadaanya memiliki arti khusus seperti: lapangan golf,

pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin, dan lain-

lain. Besarnya NJOP atas obyek pajak yang bersifat khusus ditentukan

sebagai berikut:

a. Areal tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya

dengan penyesuaian seperlunya,

b. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan

golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang

ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan

klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya,

c. Areal perairan untuk kepentingan PLTA adalah sebesar 10 x

(10% dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak

berjalan),
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d. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru

setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik

berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi,

penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

523/KMK.04/1998.

2.3.4 Subjek Pajak

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak

yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu

objek pajak tetapi memiliki beberapa wajib pajak.

2.3.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.6 Dasar pengenaan Pajak

a. Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk

daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan

daerahnya. Penentuan NJOP ini dilakukan dengan melakukan penilai
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terhadap objek pajak baik yang dilakukan secara masal atau

individual.

b. Istilah NJOP ini telah luas beredar di masyarakat bahwa NJOP sama

dengan nilai transaksi atau dianggap sebagai harga dasar tanah,

terutama apabila terjadi pembebasan tanah atau apabila masyarakat

menawarkan tanahnya untuk di jual dengan berpedonan pada NJOP

yang tercantum dalam SPPT PBB. Secara tegas Undang-Undang No

12 tahun 1994 menjelaskan yang dimaksud dengan NJOP mempunyai

pengertian sebagai berikut:

“Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi

secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,

atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti”.

2.3.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan

paling tinggi 0,3 % (nol koma tiga persen).  Tarif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

a. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan

pajak setelah dikurangi NJOPTKP.

b. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

c. Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak

pada taanggal 1 Januari.

d. Tempat pajak yang terutang adalah diwilayah daerah yang meliputi

letak objek pajak.
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2.3.8 Pendataan Pajak

Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus

diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan

disampaikan kepada Kepala Daerah yng  wilayah kinerjanya meliputi

letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal

diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak. Berdasarkan SPOP , Kepala

Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD

dalam hal-hal sebagai berikut :

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak

disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh

Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang terhitung

berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.3.9 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Pelaksanaan perhitungan pengenaan pajak PBB ditentukan

berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan

NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Keuangan R I. Nomor : 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan

PBB.

Setiap wajib pajak diberikan 1 kali Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena

Pajak (NJOPTKP). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1

objek pajak, maka sesuai penjelasan UU PBB, yang diberikan NJOPTKP

hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.
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Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya

Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Batasan setinggi-tingginya

Rp 12.000.000,00 mengandung maksud bahwa apabila ada Daerah

Tingkat II atau Kabupaten / Kota yang ingin menetapkan NJOP TKPnya

disesuaikan dengan kondisi, lingkungan ekonominya, kurang dari Rp

12.000.000,00, misalnya Daerah Bekasi menetapkan Rp 8.000.000,00,

Semarang Rp 6.000.000,00, dan sebagainya hal ini masih diperkenankan.

Penetapan besarnya NJOP TKP sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan tersebut di atas untuk setiap daerah Kabupaten / Kota,

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas

nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah

adalah Rp. 10.000.000,00 dan penetapannya dilakukan oleh masing-

masing Kepala Daerah.

2.3.10 Dasar Perhitungan PBB dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tanggal 13 Mei

2002 Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk

Penghitungan PBB, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk

perhitungan PBB ditentukan sebagai berikut:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

 Objek Pajak Perkebunan,

 Objek Pajak Kehutanan,

 Objek Pajak Pertambangan,
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 Objek PBB lainnya apabila NJOP ≥ 1 milyar rupiah,

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk objek PBB Lainnya apabila NJOP < 1

Milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam

perhitungan PBB tidak lagi mengenal besarnya NJKP.

2.3.11 Additing Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Additing data terjadi manakala ada perubahan data Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi :

a. Nama Wajib Pajak

b. Objek Pajak yang tedapat pada luas lokasi dapat dihapus (bisa

dihapus)

c. Ketetapan Pajak adalah Pokok Pajak

2.4 Pengertian Akutansi Pajak

Menurut Muljono (2006:1) mengemukakan, “akutansi adalah suatu proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas
transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta
penafsiran terhadap lainnya. Akutansi yang berkaitan dengan perhitungan
perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan
beserta aturan pelaksanaanya , disebut akutansi pajak. “

Menurut Meilala (2007 : 43) mengemukakan, “akutansi pajak adalah seni
pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, dan interprestasi serta penyampaian
informasi ekonomi yang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang-
undang Perpajakan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan

berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan penyampaian informasi ekonomi serta

mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Akutansi pajak harus benar-benar

memahami peraturan perpajakan untuk bisa mengambil tindakan yang tepat.
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Fungsi akutansi pajak menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat

perhitungan perpajakan. Laporan ini akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akutansi pajak sebagai berikut:

a. Relevan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak

harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban

ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Data dimengerti adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi

pajak harus dapat dimengerti , baik oleh wajib pajak maupun pihak lain

termasuk fiskus.

c. Daya uji adalah laporan keuangan dalam akuntansi pajak harus mempunyai

daya uji, perhitungan yang akan  dilakukan oleh wajib pajak akan

menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk

fiskus.

d. Netral adalah laporan keuangan dalam akutansi pajak harus netral, tidak

memihak kepada  wajib pajak  dan tidak memihak kepada pihak lain termasuk

pihak negara (pihak yang sangat berkaitan  dengan penerimaan perpajakan).

e. Tepat waktu adalah lapran keuangan yang disajikan harus tepat waktu , sesuai

dengan tahun takwin atau tahun buku yang dipergunakan leh wajib pajak.

f. Daya banding adalah laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi

pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.

g. Lengkap adalah laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus

lengkap, tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1  Sejarah Berdirinya Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Kecamatan Asembagus adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten

Situbondo yang terletak di bagian timur. Pertama kantor Kecamatan Asembagus

berada di Desa Trigonco tepatnya Jalan Raya Banyuwangi selatan Pom Bensin

Asembagus, yang sekarang menjadi lokasi perumahan Sekcam. Pada tahun 1998,

Kantor Kecamatan Asembagus pindah tempat ke Jalan Raya Asembagus No. 76 tepat

disebelah timur SDN II Asembagus. Batas wilayah Kecamatan Asembagus adalah

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jangkar dan Selat Madura, sebelah timur

Kecamatan Banyuputih, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi

dan Bondowoso dan batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Arjasa dan

Jangkar.

Luas wilayah Kecamatan Asembagus adalah 118,74 km yang sebagian besar

wilayah Asembagus merupakan tanah datar dngan ketinggian 0-25 m dari permukaan

air laut.

Ada 10 Desa di Kecamatan Asembagus yaitu Desa Asembagus, Gudang,

Trigonco, Perante, Awar-awar, Bantal, Wringin Anom, Mojosari, Kertosari, dan

Kedunglo dengan kondisi jalan aspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Desa

Asembagus merupakan Ibu Kota kecamatan, berjarak 26 km ke Kota Situbondo.

Sedangkan jarak Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan adalah Desa Bantal.

Menurut hasil data inmakro BPS 2010, jumlah penduduk Kecamatan

Asembagus sebanyak 49.310 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak

24.095 jiwa dan perempuan sebanyak 25.215 jiwa, dengan mayoritas penduduk

bekerja sebagai petani dengan lahan sawah di kecamatan merupakan lahan yang

terbesar (75,73 %) dalam mengolah hasil pertanian, terutama untuk tanaman padi dan

tebu.
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Di Kecamatan Asembagus ada 2 koperasi yaitu KUD di Awar-awar dan

Perante. Pasar desa sebanyak 3 unit ditambah dengan pasar hewan 1 unit di kertosari,

480 toko dan  297 warung, 11 koperasi non KUD, 75 kios. Kecamatan Asembagus

merupakan kecamatan yang cukup ramai dan dilalui oleh bus jurusan Surabaya

Banyuwangi, sehingga terdapat pengusaha yang mengusahakan restoran sebanyak 6

unit.

3.2 Visi  dan Misi Kecamatan Asembagus

a. Visi Kecamatan Asembagus

“MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN  DAN PEMBINAAN  MASYARAKAT DI

TINGKAT KECAMATAN “

b. Misi Kecamatan Asembagus

Misi Kecamatan Asembagus antara lain:

1. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan agamis;

2. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa;

3. Peningkatan pelayanan kepada mayarakat secara menyeluruh.

3.3 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

1) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a. Penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kegiatan Musrenbang dilaksanakan pada Bulan Pebruari setiap

tahunnya dengan mengundang perwakilan dari pemerintah desa, LSM

dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.Kegiatan ini didahului dengan pelaksanaan

Musrenbang Desa yang dihadiri wakil dari Kecamatan sebagai

narasumber.

b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program masuk desa .
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Monev dilakukan untuk kegiatan baik untuk kegiatan milik

kecamatan maupun dari kabupaten semisal Gardu Taskin dan PNPM

(sebagai PJOK) ataupun program dari instansi lain yang mengirimkan

laporan kegiatannya ke kecamatan.

c. Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan program masuk desa

kepada Bupati Situbondo melalui instansi terkait (BPMP dan

BAPPEDA setiap bulannya.

2) Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

a. Melakukan sosialisasi ke seluruh desa program dan penerapan

aturan baru yang dikeluarakan oleh TNI/POLRI

Sosialisasi berupa sosialisasi peraturan lalu lintas, anjuran-anjuran

terkait ketertiban umum ataupun program-program pelayanan

umum yang diselenggarakan TNI/POLRI

b. Melakukan kooordinasi dengan pemuka agama mengenai masalah

ketertiban umum

Koordinasi dilakukan baik dengan kegiatan sosialisasi di kecamatan

maupun dalam acara pengajian ataupun peringatan hari besar Islam

di masjid/pesantren.

c. Ikut aktif dalam menjaga ketertiban dalam penyelengaraan Pilkades

maupun Pilkada di Kecamatan Asembagus.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai salah satu kewajiban camat

yang dilakukan setiap bulannya

3) Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-

undangan

a. Ikut serta dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum oleh Bagian

Hukum Setda Kabupaten Situbondo.
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Tugas yang dilakukan adalah penyiapan tempat dan melakukan

sosialisasi ke desa untuk bisa menghadiri acara tersebut bagi

masyarakat.

b. Ikut serta dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP

di wilayah kecamatan.

Tugas yang dilakukan adalah ikut memonitoring dan ikut

melakukan mediasi jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya

dengan pihak terkait.

c. Melaporkan kegiatan yang dilakukan melalui Seksi Trantib

Kecamatan kepada bupati setiap bulannya.

4) Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum

a. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun intansi lain

(BUMN/BUMD) terkait dengan keluhan masyarakat terhadap

rusaknya prasarana umum.

b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta terkait pemeliharaan

sarana dan prasarana

Hal ini dilakukan terutama dengan mengajukan keluhan kepada

CV/PT apabila terjadi hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kontrak kerja

ataupun terjadi kerusakan yang masih dalam waktu garansi yang tertera

dalam kontak kerja.

c. Mengajak masyarakat untuk kegiatan kerja bhakti sosial dengan

instasi terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana

umum.

5) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat

Kecamatan

a. Melakukan koordinasi rutin dengan bagian pemerintahan
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b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan

dengan instansi vertikal di kabupaten.

Hal ini dilakukan terkait dengan program-program keuangan desa

yang ditangani oleh Bagian Pemerintahan sebagai leading sektornya

misal ADD dan BKD.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

6) Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

a. Mengadakan pembinaan Desa,BPD dan Ormas

Sebagaimana kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD

kecamatan, kegiatan ini dilakukan 2x setiap tahunnya dengan

mengadakan pembinaan dan evaluasi terkait dengan terwujudnya

tertib administrasi desa dan BPD.Untuk pembinaan ormas yaitu

dengan ikut memfasilitasi sekaligus memantau kegiatan-kegiatan

yang diselenggarakan.

b. Melakukan kunjungan ke tempat tinggal Kades maupun perangkat

baik dalam rangka formal maupun informal.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturrahmi sehingga

diharapkan dapat menghasilkan suatu kekompakan dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan karena dilandasi oleh semangat

kekeluargaan.

c. Melakukan pembinaan PBB

Sebagai salah satu tugas pokok dan penting karena terkait dengan

penerimaan APBD, kegiatan ini dilakukan rutin 3x dalam setahun

yaitu dengan mengumpulkan seluruh pihak yang terkait dengan

pemungutan PBB baik dari desa maupun dari koordinator

kecamatan

7) Melaksakanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkup

Tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan

Desa/Kelurahan
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a. Menyelenggarakan pelayanan umum

Pelayanan umum yang dilakukan meliputi pengajun KTP,akta

kelahiran,legalisasi surat, pengurusan akta tanah dan perijinan-

perijinan.

b. Secara bertahap mewujudkan standar pelayanan minimal terkait

dengan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.4 Struktur Organisasi dan Job Discription Kecamatan Asembagus

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kecamatan

Asembagus Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Pada

halaman berikut ini kami lampirkan bagan struktur organisasi Kecamatan Asembagus

beserta uraian tugas masing-masing pegawai :

3.4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Asembagus

1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

c. Kasi Pemerintahan

d. Kasi Perekonomian

e. Kasi Pembangunan

f. Kasi Sosial

g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Sekeretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi dipimpin oleh Kepala

Kasi yang masing-masing berada dibawah dan betanggung jawab kepada

Camat.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 2014

3.4.2 Job Description Kecamatan Asembagus

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan

menyelenggarakan fungsi:

KASI PEMERINTAHAN
HERY PRI, S.Sos

KASI SOSIAL
AHMAD R. ,SKM.M.Si

KASI PEMBANGUNAN
AKHMAD ,S.Sos

KASI PEREKONMIAN
ONIE SUFYAN

KASI TRANTIB
H.HARWIJO

SUYONO
SUMARDI

Drs.HIRAWAN
LILIK WAHYUNINGSIH

DAN SEPTA MIRYADI ABRORI , SH IMAM ARSIDI

KEL.JABATAN FUNGSIONAL
1. MANTRI PETERNAKAN
2. MANTRI PERTANIAN
3. MANTRI STATISTIK
4. PLKB

CAMAT
MASYAHARI, SH

SEKCAM
SULTON JUDIONO, SH

SUB.BAGIAN KEUANGAN
MISTIANTI

SUB BAG. UMUM
HARTATIK, SE

SUB BAGIAN PERENCANAAN,LAPORAN EVALUASI
ELY PARTHA, S.Sos
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a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

c. Pengkordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiaatan pemerintahan di

tingkat Kecamatan

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan

g. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan

rumah tangga

h. Pembinaan pelayanan umum

i. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian

produktif dan distribusi pembinaan sosial

j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa atau

kelurahan

k. Pemimpin menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan berdasarkan

pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang

dilimpahkan oleh bupati

l. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan

m. Pembantuan Sekretaris Daerah dalam mempersiapkan informasi

mengenai wilaayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan

kebijakan dalam bagi Kepala Daerah

n. Pengkoordinasian dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan

pelayanan lintas Kelurahan dan Desa
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o. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan masyarakat

p. Pengkoordinasian upaya menyelenggarakan ketentraman dan

ketertiban umum

q. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

r. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum

s. Pengolahan urusan ketatausahaan

t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun Penjelasan dari masing-masing tugas yang dimiliki setiap

jabatan di Kecamatan Asembagus :

1. Camat mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan

administratif kepada seluruh kesatuan organisasi pemerintah

Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian dan perlengkapan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekeretariat Kecamatan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi

pelaksanaanya

b. Pengelolaan urusan keuangan

c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata

usaha perlengkapan

d. Pelaksanaaan urusan rumah tangga

e. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai

dengan bidang tugasnya.
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3. Sekretariat, membawahi :

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekeretaris

a. Sub Bagian Umum

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan surat menyurat dan administrasi

kepegawaian.

2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi :

a. Pencatatan dan pengarsipan surat menyurat

b. Penyiapan dan pendisposisian surat keluar

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler

d. Penyiapan analisa kebutuhan kantor dan

pengadministrasiannya

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

f. Pelporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

Kecamatan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan surat menyurat dan administrasi

kepegawaian.

2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan

rencana anggaran

b. Pengelolaan urusan keuangan

c. Pembuatan laporan keuangan
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d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

e. Pelopran hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

Kecamatan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainyang diberikan oleh

Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan perecanaan program dan

kegiatan.

2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi, dan Pelaporan menyelengarakan fungsi :

a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk

menyusun usulan program kerja

b. Penyiapan rencana kegiatan

c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor

d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

e. Pelopran hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris

Kecamatan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan leh

Sekretaris Kecamatansesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan

pemerintahan umum dan pemerintahan desa/ kelurahan serta

keterampilan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Kasi

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan melaksanakan

koordinasi antar instansi dilingkungan Kecamatan

b. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
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c. Pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)

d. Pelaksanaan tugas pembuatan monografi Kecamatan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kasi Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan, pembinaan,

pengevaluasian, terhadap kegiatan dibidang perekonomian. Dalam

melaksanakan tugas Kasi Perekomian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan

perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi

b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan

kepariwisataan dan pertambangan

c. Pembinaan terhadap   perkembangan perekonomian desa, program

Bimas/Inmas dan melakukan pendataan industri kecil dan

kerajinan serta usaha gotong rooyong

d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian,

produksi, dan distribusi hasil produksi

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

f. Pelopran hasil pelaksanaan tugas

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan

pembangunan fisik terhadap kegiatan di bidang pembangunan.. Dalam

melaksanakan tugas Kasi Pembangunan menyelengarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana

b. Pembinaan pelayanan umum

c. Pembinaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan
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d. Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan

mekanisme pelayanan perjinan

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

f. Pelporan hasil pelaksanaan tugas

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan

pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial. Dalam melaksanakan

tugas Kasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan

pembinaan sosial dan pelayanan sosial

b. Penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan

pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat,

keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantaasan penyakit

menular

c. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan,

pendidikan, kepemudaan dan olahraga

d. Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan,

pelestarian lingkungan hidup, penghijauan, dan upaya peningkatan

peran serta masyarakat dalam kebersihan

e. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran

bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam

f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.
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8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu

Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan dibidang ketentraman

dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Kasi Ketentraman dan

Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan

ketertiban

b. Pelaksanaan kegiatan ketatatusahaan

c. Pelporan hasil pelaksanaan tugas

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugasnya.

3.5 Personalia dan jam kerja Kecamatan Asembagus

Kecamatan Asembagus menetapkan jam kerja adalah 8 (delapan) jam

sehari dan jumlah kerja seminggu ada 5 (lima) hari.

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Adapun waktu kerja normal adalah sebagai berikut :

a. Hari Senin – Kamis: 07.00 s/d 16.00 WIB

b. Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

c. Jum’at : 06.00 s/d 15.00 WIB

d. Sabtu dan Minggu : Libur
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Komposisi pegawai Kecamatan Asembagus menurut tingkat

jabatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo

No Jabatan Tingkatan Jumlah

1 Camat I 1

2 Sekretariat Camat I 3

3 Kasi Pemerintahan II 3

4 Kasi Pembangunan II 2

5 Kasi Perekonomian II 2

6 Kasi Sosial II 3

7 Kasi Trantib II 2

Total 16

3.5.2 Daftar hadir

Daftar hadir yang digunakan di Kecamatan Asembagus Kabupaten

Situbondo berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri sipil

maupun pegawai honorer. Daftar diisi sbelum apel pagi, sesudah apel

sore dan pada hari jum’at pegawai selain mengisi daftar hadir harian

juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Daftar hadir ini dibuat

dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja.

Berikut contoh daftar hadir harian pegawai di Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo
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Tabel 3.2 Contoh Absensi pada UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

No Nama Jabatan Tanggal Tanda

Tangan

Keterangan

1 Masyhari,SH Camat 1.

2 Sulton Judiono,SH Sekretaris

Kecamatan

2.

3 Hery

Prihantoro,S.Sos

Kasi

Pemerintahan

3.

4 Akhmad Subaidi,

S.Sos

Kasi

Pembangunan

4.

Sumber : Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, 2014
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BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh

mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional disebuah

instansi. Selain itu, Praktek Kerja Nyata ini mempunyai tujuan untuk mempraktekkan

antara ilmu teori yang didapat dibangku kuliah dengan praktek kerja yang sebenarnya

khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata merupakan salah

satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Diploma III Perpajakan guna

menyusun Laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam memenuhi tugas akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program studi

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember.

Laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari

hasil yang diperoleh selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang

dilaksanakan d kantor Kecamatan Asembagus. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan

selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 7 April 2014 samapai 7 Mei 2014dengan

cara membantu kegiatan yang ada di kantor Kecamatan Asembagus. Dalam

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut penulis juga mencari data yang akan

digunakan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang

diperlukan untuk menyusun laporan tersebut yaitu mengenai Prosedur Perhitungan,

Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2).

Pihak Fakultas memberikan ketentuan dan syarat sebelum melaksanakan

Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya yang boleh dijadikan objek/tempat
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pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu instansi dan perusahaan baik itu Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Umum Usaha Milik Daerah (BUMD) dan

perusahaan swasta.

Berdasarkan ketentuan dari Fakultas ada beberapa tahapan yang harus

dilakukan sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) diantaranya sebagai berikut:

a. Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang

dilakukan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja

Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata.

b. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada badan-badan usaha seperti

BUMN,BUMD dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan perpajakan.

c. Melakukan survei kemudian menentukan tempat yang akan dijadikan tempat

Praktek Kerja Nyata. Dalam hal ini penulis memilih Kantor Kecamatan

Asembagus sebagai tempat melaksanakan tempat Praktek Kerja Nyata.

d. Mendaftarkan  dibagian Akademik yaitu di Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember untuk mendapat surat pengantar magang dengan melampirkan

proposal, foto copy KTM, KRS dan LHS Terakhir. Kemudian surat pengantar

ditunjukkan kepada Kantor Kecamatan Asembagus.

e. Setelah menerima surat pengantar dari pihak Fakultas, pihak Kantor Kecamatan

Asembagus memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa perusahaan

tersebut menerima magang Praktek Kerja Nyata.

f. Kemudian pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama yang

akan melakukan Praktek Kerja Nyata, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

yang sudah ditandatangani oleh Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember.
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4.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN)  dilaksanakan di Kantor Kecamatan Asembagus

Jalan Raya Asembagus No.76 Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.

Jadwal kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai dari tanggal

,waktu  Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja personalia Kantor

Kecamatan Asembagus

4.1.2  Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa Asembagus

yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

(a) (b) (c) (d)

Hari Tanggal Kegiatan Hasil

Senin
7 April

2014

Diterima dan ditetapkan dibagian

Validasi dan Aktivasi, Perkenalan

dengan pimpinan dan karyawan,

Mempersiapkan Pamfelt, Input

Data Nomer Handphone

Dapat

memperkenalkan diri

sebagai peserta

magang yang

diperkenalkan oleh

camat kepada

pegawai yang ada di

kecamatan

asembagus

Selasa
8 April

2014

Melihat dan mempelajari data

yang berhubungan dengan

perpajakan

Menulis dan

mengetahui tata cara

tentang materi pajak

bumi dan bangunan

di kecamatan

Asembagus
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(a) (b) (c) (d)

Rabu
9 April

2014

Mencari informasi tentang jenis

pajak yang ada di Kecamatan

Asembagus , Mempersiapkan

Data

Dapat mengetahui

berbagai macam

jenis pajak yang ada

di kecamatatan

asembagus beserta

penjelasan

penjelasannya

Kamis
10 April

2014

Mencari informasi tentang pajak

yang ada di Kecamatan

Asembagus khususnya Pajak

Bumi dan Bangunan, Mencatat

data yang ada hubungannya

dengan Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2)

Mendapatkan

informasi dan

pengarahan tentang

pajak bumi dan

bangunan pedesaan

dan perkotaan di

kecamatan

asembagus

Jumat
11 April

2014

Menginput data Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan , Terjun ke lapangan

untuk mensurvei kegiatan PBB P-

2 dan Mempersiapkan data-data

yang akan disurvei selama

kegiatn berlangsung

Memperoleh data

berupa SPPT  PBB

dari DPPKAD

Situbondo

Sabtu

12 April

2014

Libur Kosong
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(a) (b) (c) (d)

Senin
14 April

2014

Mencari dan mengumpulkan

struktur organisasi, Menyerahkan

data

perhitungan dan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) di Kantor Kecamatan

Asembagus

Mendapatkan

struktur organisasi

data dari kecamatan

dan

memperoleh hasil

SPPT PBB yang

akan disebarluaskan

ke berbagai desa

khususnya di wilayah

asembagus.

Selasa
15 April

2014

Wawancara mengenai tugas dan

wewenang organisasi, Menginput

data  penyetoran ke Bank jatim

lalu melaporkan data ke kas

daerah

Mendapatkan hasil

wawancara yang

sudah dicatat dan

memperoleh kertas

SSP (surat Setoran

Pajak )warna merah

muda dan warna

putih dari bank jatim

Rabu
16 April

2014

Mencari faktur-faktur pajak untuk

bahan penulisan Laporan Tugas

Akhir Mahasiswa, Menginput

data keluar masuk setoran berupa

cek dari bank jatim

Memperoleh bahan-

bahan laporan tugas

akhir dan

Mendapatkan SSP

(Surat Setoran Pajak)

data keluar masuk

setoran berupa cek

dari bank jatim
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(a) (b) (c) (d)

Kamis
17 April

2014

Membantu pelaksanaan kegiatan

yang ada di Kecamtan

Asembagus

Dapat  mengetahui

hasil kerja kegiatan

yang ada di

Kecamatan

Asembagus

Jumat
18 April

2014

Menginput data laporan bulanan,

Memfotocopy berkas

Mendapatkan laporan

data bulanan dan

memproleh berkas

berkas laporan data

bulanan yang sudah

difotocopy

Sabtu
19 April

2014

Libur Kosong

Senin
21 April

2014

Konsultasi mengenai prosedur

perhitungan, pemungutan,

penyetoran dan pelaporan

Mendapatkan arahan

tentang prosedur

perhitungan,pmungut

an, penyetoran dan

pelaporan dari staf

bagian pmerintahan

mengenai pajak bumi

dan bangunan beserta

isinya

Selasa
22 April

2014

Menginput data-data penyetoran

dan pelaporan yang sudah ada

dalam data tersebut,

Memperoleh dan

mendapatkan data-

data penyetoran dan

pelaporan dari

petugas staff di
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(a) (b) (c) (d)

Kecamatan

Asembagus

Rabu
23 April

2014

Menerima Laporan yang sudah

disetor dan dilaporkan tentang

PBB-P2

Berupa data

penyetoran SPPT

PBB yang disetor

dan laporan bulanan

hasil dari berbagai

desa di wilayah

Kecamatan

Asembagus

Kamis
24 April

2014

Memfotocopy berkas-berkas,

Menata data data pembuktian

penyetoran dan pelaporan

digudang

Mendapatkan data

pembuktian

penyetoran dari bank

jatim dan

memfotcopy berkas

berkas data setoran

dari Bank Jatim

Jumat
25 April

2014

Membantu kegiatan pelaksanaan

di Kecamatan Asembagus

Mengetahui tata cara

kegiatan yang

dilakukan di

Kecamatan

Asembagus

Sabtu

26 April

2014

Libur Kosong
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(a) (b) (c) (d)

Senin
28 April

2014

Mencari data-data mengenai

jumlah karyawan di Kecamatan

Asembagus

Mengetahui hasil

kerja instansi

pegawai dan jumlah

karyawan yang ada

di Kecamatan

Asembagus

Selasa
29 April

2014

Menginput data kegiatan

karyawan beserta tugas-tugas

yang diberikan di Kecamatan

Asembagus

Memporeh hasil

pencatatan apa saja

kegiatan karyawan

beserta tugas

tugasnya yang ada di

asembagus

Rabu
30 April

2014

Membantu dan  melaksanakan

kegiatan acara seminar yang ada

di Kecamatan Asembagus

Mendapatkan

pengarahan dari

acara seminar ang

dilaksanakan di

gedung aula

Kecamatan

Asembagus

Kamis
1 Mei

2014

Mengumpulkan data-data dan

mempersiapkan data-data yang

sudah dikumpulkan tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2)

Memperoleh dan

mendapatkan data-

data yang sudah

dikumpulkan tentang

pajak bumi dan

bangunan pedesaan

dan perkotaan berupa

perbup
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(a) (b) (c) (d)

Jumat
2 Mei

2014

Memfotocopy berkas-berkas dan

data-data PBB-P2

Berupa fotocopy

untuk kelengkapan

data data PBB P2

Sabtu
3 Mei

2014

Libur Kosong

Senin
5 Mei

2014

Melengkapi data-data guna

penyelesaian Laporan Praktek

Kerja Nyata, Membantu data-data

keuangan digudang

Memperoleh dan

mendapatkan data

yang sudah lengkap

untuk menyusun

Laporan Tugas Akhir

Selasa
6 Mei

2014

Melengkapi data-data guna

penyelesaian Laporan Praktek

Kerja Nyata, Konsultasi dengan

pegawai bagian kasi

pemerintahan untuk kelengkapan

data-data tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan di Kecamatan

Asembagus

Data lengkap beserta

isi-isinya tentang

PBB P2 dan dikasih

pengarahan oleh

bgian staf kecamatan

untuk  mengetahui

lebih lanjut tentang

PBB P2
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(a) (b) (c) (d)

Rabu
7 Mei

2014

Melengkapi data-data guna

penyelesaian Laporan Praktek

Kerja Nyata, Perpisahan dengan

Camat dan karyawan di

Kecamatan Asembagus

Mendapatkan

masukan  dan

kerjasama selama

magang di

Kecamatan

Asembagus oleh

semua karyawan dan

pegawai di

kecamatan beserta

kegiatan yang ada di

Kecamatan

Asembagus
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4.2 Pelaksanaan Alur Pemungutan,Penyetoran dan Pelaporan di Kecamatan

Asembagus Kabupaten Situbondo

Berikut adalah alur penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kantor Kecamatan Asembagus

7

1

6

2      5

5a

3       4

4a

Gambar 4.1 Prosedur Penyetor dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Asembagus tahun 2014

Keterangan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang telah diterima oleh

DPPKAD Situbondo disusun kembali atau dipilah-pilah berdasarkan urutan

Kecamatan, kemudian diteruskan kepada Kecamatan yang bersangkutan

melalui UPTD DPPKAD di Kantor Kecamatan.

DPPKAD
Kabupaten

Kantor
Kecamatan

Bank
Jatim

Wajib Pajak

Desa
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2. Staf UPTD DPPKAD di Kecamatan mengelompokkan SPPT PBB per

kelurahan/desa dalam jangka waktu dua hari. Setelah itu petugas UPTD

DPPKAD menyebarluaskan kepada seluruh desa.

3. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dihimpun oleh Kepala Desa

dibagikan kepada masyarakat atau wajib pajak melalui perangkat desa. SPPT

PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau

kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama 15( lima belas) hari.

4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang tidak

sesuai (keberatan) dapat disampaikan pada wajib pajak diserahkan ke Kantor

Desa

4a. Wajib pajak yang sudah menerima SPPT dapat membayar pajaknya

melalui atau menyetorkan uang ke Bank Jatim, Jumlah pajak yang akan

dibayar ditulis pada formulir Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap enam yang

telah disediakan pada Bank Jatim . Setelah formulir diisi, wajib pajak

menyerahkan SSP tersebut beserta uangnya kepada petugas Bank yang

bersangkutan sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam SSP. Setelah pajak

tersebut dibayar, wajib pajak menerima SSP warna putih dan warna merah

muda. SSP warna merah muda oleh wajib pajak dikirim ke Kantor Pelayanan

Pajak sedangkan SSP warna putih disimpan oleh wajib pajak sebagai tanda

bukti pembayaran.

5. Dalam hal SPPT PBB yang tidak sesuai (keberatan), wajib pajak yang akan

melanjutkan untuk mengembalikan SPPT ke desa, petugas desa kemudian

melanjutkan ke kantor kecamatan untuk diproses lebih lanjut

5a. Dalam hal SPPT PBB yang tidak sesuai (keberatan) Kantor desa bisa juga

langsung melanjutkan SPPT PBB ke DPPKAD untuk di proses lebih

lanjut

6. Kemudian selambat-lambatnya 2 x 24 jam dari pemungutan kecamatan

dilanjutkan ke kas daerah melalui Bank Jatim
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7. Selanjutnya hasil setoran yang sudah disetor oleh Bank Jatim dilaporkan ke

DPPKAD kabupaten Situbondo.

1) Pembayaran Pajak  Terutang

Setelah SPPT disampaikan, wajib pajak bisa langsung melakukan

pembayaran. Menurut Meliala & Oetomo (2010:82), wajib pajak yang telah

menerima SPPT dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

melalui:

1) Bank Pemerintah

Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak

(SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai dengan ketetapan yang

tercantum dala SPPT yang diterima.

2) Petugas Pemungut

Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukan SPPT dan

mintalah bukti pembayaran lembar asli sebagai tanda lunas PBB.

3) Kantor Pos dan Giro

Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi

sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran,

lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan

Giro.

4) Dengan cara transfer

Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib

pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan

mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal

wajib pajak, lembar 2 dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang

menerbitkan SPPT.
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4.3 Alur Proses dan Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

a. Penilaian tanah.

Dalam proses penentuan nilai tanah, maka pelaksanaan penilaiannya

dimulai dengan pembuatan konsep sket/peta ZNT dan penentuan nilai

indikasi rata-rata (NIR) menggunakan metode perbandingan data pasar.

Peta ZNT ini dibuat per satuan desa/kelurahan yang dituangkan dalam

suatu peta dengan dibuat warna khusus yang membatasi setiap ZNT. Nilai

bumi ditentukan terlebih dahulu melalui perbandingan dengan data pasar

tanah di lingkungan sekitar. Data pasar tanah tersebut dapat diperoleh dari

berbagai sumber seperti broker, penjual langsung, lelang, PPAT dan lain-

lain.

Gambar 4.2. Peta ZNT
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Kemudian setiap data di atas diberikan penyesuaian untuk memperoleh
estimasi nilai pasar.

Gambar 4.3. Estimasi Nilai Pasar

b. Penilaian bangunan diawali dengan penyusunan Daftar Biaya Komponen

Bangunan (DBKB).

Untuk menyusun atau membuat DBKB digunakan metode survai

kuantitas terhadap model bangunan yang dianggap dapat mewakili

kelompok bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisa

BOW (Burgelijke Openbare Werken). Dengan menggunakan survai

kuantitas dan dasar perhitungan analisis BOW yang merupakan

perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh biaya pembuatan

baru bangunan atau biaya penggantian baru dari bangunan. Sehubungan

dengan kebutuhan program komputer, maka biaya komponen bangunan

perlu dikelompokkan kedalam biaya komponen utama, komponen material

dan komponen fasilitas bangunan. Metode survai kuantitas dipilih menjadi

dasar metode yang dipergunakan karena metode inilah yang paling

mendasar bila dibandingkan dengan metode perhitungan yang lain, seperti

metode unit terpasang, metode meter persegi dan metode indeks.

Penghitungan harga satuan pekerjaan dalam analisa ini

menggunakan analisa BOW karena cara ini merupakan satu-satunya cara

untuk mendapatkan keseragaman penghitungan biaya pembuatan baru

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58

bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan cara penghitungan biaya pemborongan pekerjaan di

lapangan, maka dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi.

Gambar 4.4. Menentukan NJOP Secara cepat dan Optimal sesuai kondisi
pasar

Konstruksi bangunan sebagai satu kesatuan terdiri dari beberapa biaya

satuan pekerjaan. Biaya satuan pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3

(tiga) komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya komponen material dan

biaya pembuatan fasilitas. Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam

suatu daftar yang disebut sebagai daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

Dalam penerapan DBKB ini, objek-objek berupa bangunan yang

dinilai dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis penggunaan bangunan

(JPB) sesuai dengan tipe konstruksinya.
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2. Proses Penghitungan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah dilakukan validasi terhadap data yang terdapat dalam SPOP (surat

pemberitahuan objek pajak )dan LSPOP (lampiran surat pemberitahuan objek

pajak) maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai. Proses CAV dapat

dilakukan apabila data ZNT (Zona Nilai Tanah) , DBKB (Daftar Biaya

Komponen Bangunan) objek pajak standar dan data objek (SPOP dan LSPOP)

sudah tersedia.

a. Penghitungan nilai tanah

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana tercantum dalam

SPOP. Untuk menentukan nilai objek pajak bumi, NIR dicari dalam tabel

ZNT berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan dengan luas bumi.

Contoh : jika Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) adalah Rp 300.000,- dan luas

tanah = 100 m2, maka NJOP bumi = 100m2 x Rp 300.000,- = Rp

30.000.000,-

b. Penghitungan nilai bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan, harus ditentukan

besarnya nilai komponen bangunan menurut masing-masing karateristik

objek tersebut. NJOP bangunan ditentukan berdasarkan pada :

 Kelas/tipe/bintang dari bangunan.

 Komponen utama bangunan.

 Komponen material bangunan.

 Komponen fasilitas bangunan.

 Komponen fasilitas yang perlu disusutkan.

 Penyusutan. Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur efektif,

keluasan dan kondisi bangunan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Kecamatan Asembagus

Kabupaten Situbondo, terdapat kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo sudah menjalankan

kewajiban pajaknya sebagai penghitung, pemungut, penyetor dan pelapor

sesuai dengan kegiatan di Kantor Kecamatan Asembagus

2. Kantor Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menggunakan official

assessment system yaitu menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri

pajak terutang .

3. Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bumi

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan

Asembagus Kabupaten Situbondo selalu dilaksanakan tepat waktu dan

belum terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga pada

saat penyetorannya.

4. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan artinya besarnya pajak

terutang ditentukan oleh keadaan objek,

5. Objek PBB terdiri dari dua hal yaitu bumi yang merupakan permukaan

bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya dan bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/atau perairan,

6. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan,

7. Sebelum objek pajak dikenakan PBB terlebih dahulu harus didaftarkan

menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
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untuk objek berupa tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP) jika ada bangunannya,

8. Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),

9. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan

setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak, sedangkan

berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) besarnya NJOPTKP

ditentukan paling rendah adalah Rp. 10.000.000,-

10. Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya

NJKP adalah 40% dari NJOP untuk objek P3 serta objek PBB lainnya

apabila NJOP ≥ 1 milyar rupiah dan sebesar 20% dari NJOP untuk objek

PBB Lainnya apabila NJOP < 1 Milyar rupiah.

11. Tarif PBB Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah flat sebesar 0.5%,

sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2)

adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pemungutan pajak yang dilakukan di tingkat desa asembagus hanya

sebatas penyampaian SPPT.

13. Proses pembayaraan pajak, petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

menjalankan perannya sebagai perantara atau perpanjangan tangan dari

wajib pajak.
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ASTMBAGUS 68373
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Moa.La.baag :

MongtagEt I

BUPATI SITUBONDO

PER.1i.T!IRj,N BI'PATI SITT'BONDO
noluoR 3A TAITUII 2013

TEITTANC

TATA CARA
PEII(I'XCT'TAII PAJAI( BUDII DAI( BAIIGI'I{AII

PTRDFAAAII DAIT PERI(OAA.AIC
( PBB_P2 l

DTI{OAII RAIIMT{T TI,IIAI{ YA!|G MAIIA EaA

BI'PATI SITUBOI(DO,

". l3hy" sebaSai pclalsanaa.n pcraturail Daerah KabuDatenSitubondo nomor 19 Tql'un 2O11 [";;;;;;;#::;
Bangurls'tr perdesaan darr perkotaan, pC-.rrl'aill_,-.irirlT"'
car.a_pemungutan pajsk Burni d", Ii;srr;;-;;;..'":;dajr Perkotaan .

O ?*:: _ 
berdasarkEn 

- perri-Dba,rgarl sebagaimana
oanam nurut a pcrlu membentr.rk pCraturai

Bupati rentallg Tata Cara iemu,gutan p;i*il ;;;;;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahuri lgSO tcnt.ans tenrEnpPcmbenrukan Daerah-daerah Kabu;;-te.: ;;;,fLingkunAan provilsi Jawa Tirrrrr, ."4;;;;;" d_i;b;;
9.."g.: Urd.og-Urrd"rrg Nomor 2' t.alurr --i;e;
! ,.Tb"r.l_ Ncgafa Ta}lun 1965 Nomor 19 Tarnbe}lair-.moarail Ncga_ra Nomor 2730 );

2. Uddeng-undar.rg r{omor 19 Ta}run 1992 tcntElrg pcnagihan
Pajak -Dengan Suiat paksa scbagairna.rra a""Lh- ;-il;;terel<hir dcngan Undang-UndaaS No-o. fS f"h; ZOOO;:'

3. Undahg-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 lcntenq
lgnqadi!-n Paj6_k (tcmboran Negara Tahun iOOZ 

-r.i"I"?
Z/, I'alnbahan l,cmbaran Ncgara 41g9);

4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tcnta-rrr
. Pcrncrinrahsrr Dacrah (I.crubaran Negera R";.Edlndoncsia Tahun 2OO4 Nomor 12S, Ta.abal.an fa-t.r"r,Negara Republik Indonesia NoEor 44g7) seUagalm".rratelah diubah kcduakalinya, terakhir dcncal tra"i"-Undang Nomor 12 Tahurl 2OOg tcntah; pcrubeh;;

I

I
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I Kcdua at€s Unda-np-Un

ftfi-"iljffi*#itl#:gi:i#:k#H!tr$
5. Undang_Undang Nomor

mr*"*.k1"':":Jr**#flkE#""ru"S
6. Undang-Undang Nomor- 12 Talun 20lO lentEnsP-embentukgrl peraturan p.-r-a..L ll-_"_:i",, ::,",""sN-egaraRcpubr*-';;;::,:-$ff i;*;ffi i.".1?T."a

;H'"lI* lcmba'sn t'rcgara nepuuiL-il;"::;';i";;;
7. Pcrattl-ran pcmcrintE}l N(p_cnse,o,F.no"iiiil'"":[ff diffi ]idl:""*:*Tilflndoncsia Ts}run 2OOS NcNega'a n.puu'uli"-Jo-,',""#T:L:fl!;ffi o*" t.mua'.n
8. Pcratu.an perrrcrintah Nc

firm*:,:m;**L*"+.::}fffi
9. Peraturan pcrnerintai NorD

rr"-q:,l-**tr-**$=x.*
1O. Pcreturen pcmerint€}} Nol

y_________________cnitpaLak"";;;;s;f,:,lJi"Li*ff g"i:A:#
rtcpata Daeralt atau ait"
Irt**;#*t**?ki:!Q:l.ty;,,,3.""3*
Nomor 5179); Ncga'ra Rcpublik Indonesia

ll. Pcraturan Mentcri Keuangan Nomor 29/PMK.O3/2OOStcntartg Tataca.ra perntip"-u"i.'.-ill&-e;:"o';""fljL5:".o*Kcrebihen
12, PcraEu-sri l,leEtcri Dalah Ncgcri Nomor 13 Tahu,l 2006tentang pcdornar) penc

19 
b"g-I*". 

" iliun- it"i,i'ili,lH*ff :HEfl 
""3ff 

*Menteri Dalarn Negcri Nomor 2t f*rl* ZOiii*.
13. P-cr.atuian Mcntcri Da_lan Ncgeri Nordor. 53 Tafrun 2OOztcntatrg Pcngawasan perar

x.p"ra"o".r"i] ..-*' r lraLlJtr_ar Daerah dan Peratura_n

14. P^c^rafurari Daerah K.abupaten Situbondo Norrror 3 Tehun2OO8 tcntsng Susunan Orlo".".-t--Ei..-ol-.},-'"",S1"1o""'tt#h j""i?Sff
Kabuparcn Sihrbondo Ta].un zooa nroto. ii] 

*
15. Pera-turan Dacra-h Kabupatcn Situbondo Nomor 19 T€hun201_1 tentang paja_k Bumi dsn Bangur.ran il;";;T;;Perkota_an ;

;
l
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ll[oaGts.pta_a : TATA CARA
BAIT(}I'NAN

p.3el 1

Da-larn Pcraturan Bupati irf yang dirn l<sud dengan :

1. Daerah adalah Kabupatcn Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Sekretaiis Dacrah adalah selact!-ris Daeratr KabupatenSitubondo.
o. ?1r1" P€nSelolaan Kcuangan Dacrah yariR sclaniutnvaorscDur ljrrras ads]a}l Diras pcngctolaan kcuaigan daeri]:Kabupaten Situbondo.
5, Kgpll Dinas yeng seleijutrrya disebut Kcpala Dinasadala}r Kcpata Dinas pingeiotaer x.r"rlglr, - OIi'"tKabupatcn Sirubondo.
6. Pajal Burni da-rt Banguna.n perdcsean darrl pcrkotaai va-rloseranJultya discbut pBB pcrdcsali dsl1 pcrkotEa. - iPBB-P2 ) adalah pajek aras atqs bumi 

-;;;' 
"*,)o€ngunan yarB dirriliki, dikuasai, dan/atau aimarliaat-f<erlolch orang pribadi atau Badajrt kccuali ta*"sarr yrog

91111-1!1l untuk k€giatan usala p."t.f .l"rr"i]pcrrrutaflan, dan perta-rnbanga-n.
7. Nilai Jual Objek paja}, yang selafljutrya disinckat NJOP_aoanan ha-rga rata-rats yeng dipcrotch dari tre.tleaksi iuaiDeu y6r1g tcrjadi sccar-a waja-r, da.n bilarrurE tidak tcrdioettra.ttsaksi jusl beli, NJOP dircntuka.n mctafui ocrlanairrJ".-

l1T" q.'s= 
^"!jek 

lai.n yans sejcnis, atau "-ir; ;;;r.n';beiu, atau NJOP pcngr<anti.
8. Pts-i ada_la} permukqarr burni dafl tubuh burD.i yang adadi bawal.nya;
9. Barrgu-ns'l adala]. konst uksi

dilckad<a'I sccara tetap pada
PcdFlcmal1 dan /atau laut

MErtrtrruSlc^lt :

PERATT'RAI' BI'PA?I TEIT?AITC
PEMI'I{OUTAN PA'AK BUIII DA]T
PERDEAA IT DAN PERI<( TAAIT.

BAB I
I@TEITTUAI{ UIiIT'M

tclsrik yang ditsfrartr atau
tE'ral. dar!/atau pcrai,.en

10. Wajib Pajak adalah orang
pclnbeya-r ps.jak, pcmotong
yang mempurlyai hak darr

pribadi at.au Badan, aeliputi
pajak, dan EcrDu-rrgut pqiak.
kcwqiiban pcrpqiakan scauaidcnga.rr kctentrran

pcrpajaksn daera_h.
peratural pcrundang-u.rrdangen

11. Obyek Pajs-k adalen objck paja.k burli dan ba.rlgunan vancdiqri]iki, dikuasai, dan / atau dirrranfaatf<an ;leh o;an;
pribadi atau bedarr kccuali objck pqjek aector pcrkcbunarrl
kchutanan, da.rl pe!.tajrbangan.
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12. Penanggung pajal< ada.Iah orang pribadi atatr bada-n va'rsbertanggungiaw_abataspembayiranpq.k;;;;.;k;;[i
ysng menjalsrkar hak dan rncrreflutti kcwaiiban wuiiltpajak mcnurur kctcntuan pcratu; ;ru;;;;-;d;;:;perpajakan.

13. Klasifikasi adalah pcngclompokan nilai jual burt atau ni.laiJuaI Dangunan ya.lrg diAu.flaj<aJr sebagai oedornanpcnetapan NJOP Burni dan NJOP Bansuna_n:
tO :*l! 

pemb_eritahuan pajak Tcrutang pajak Burni danlJajtgunsn lJeralcsaa-n dan pcrkot6.a-n vanc selaniutnwadisingkat SPpt pBB-p2 aaatan surat " varic 
-;;;-"k;;

untu]< membcritdrukan bcaa.rnya p"i.r. " g;;J ;;
P"+.g"l"tt Perdcaaan dal perkotoai ya.s tc.r;; k.p;;;Wajib pajak.

15. !!l* Sctoran pajat Dacra.h, yang sclanjutnya disingkatsPmt 39d1ll t uki pcmbaya.rsi atau peny6torai pi3ar<
Ii"F \13! dilaku.ka,.l dengan menggunaka:r - 

formr.rlir^ aLurcra_n ouakukan dengart cara lain kc kas uInu.rn daerahmelelrri tcmpat pcmbayarai yalg ditun;ut ofefr gup;.tr-'*^
16. Utang pajak adala}l paja_k yarlg masih har.us dibavsrtcrmasuk ssnksi administraUf U".r_.p" b,.rrrs", ;:"J;-;L;kcnaiksn yeng tercentum dalam sr.rrat fii;*;;-";;;atau sr-rrat scjcnisnya bcrdasa-rl€n t"t"art""r, ^ pii"i.,-,]"r,pcrund ang- ud arl gsn perpajal<an.
17. Sulat Pcrint€i pencairan Dana yang selanjrrtnya disingkatSP2D. adalah doku.rrrcn yang aigrrnaf<an sctacai aisa-rpencayy da-rla yang diterbitl<ai olch Bcnd6ha_r; UmurnDacra_tr Oerdaserkan Surat pcrilltah Mcmbeyal-.
18. Tcrnpat Pembayaran adala_h tempat yang ditct.apkan BuDati.scb.gai tcmpat pcmbayaran .l.i,,rk ;";ri-" ;;;;;"X;Pajak Burni darl Bangunan perdcsaan dan pi"tl*"rrl. - *'
19. Kas Umunr Dacrah ad6_lah tempat pinyirnpsrl&n llancda-crah yang ditcnruksrr olch Bupati 'u-drk ;;;;;;;;scluruh pcncri-rn6.s, dacrah .i"- aigr-ad---rrinri

rrrctnbeyar scluruh pengclue-r€n daerah.
20. Ba.rrk Opciasionsl adatah barrk urnu.nBupati untrrk mengkoordinir

mcnetausaha.kan 3ctoran pcncrirnaar.r
Bangun6n Pcrdese€i Dan pirkotarn.

yang ditu.njuk olch
,mcncriEa d6n
Pajak Bu-Ei Da'r

21. Benk Pe.sepsi adaleh bsnk ruflud yeng ditunjuk olchBu1>ati untuk rncnerirna dan urcnatarrsihakal_ sctoralpencrirnaan Pa,jak Bulni Darn Banguran peidesaa-n Darr
Perkotaan.

22. Petugas pcnilai PBB pcrdesq,a-tl dan pcrkotaa.n adalah staf
at.ar..r pcleksana rtang ditunjuk olch Kcpala Dinas ul,rtuj<
mclalcukan penilaian objck pBB-p2.

23. Pajak yana tcrutang adelah pajak ye-ng harus dibaya.r pada
suatu seat. dalefir Mase Pajek, d6Jarn Telun pqja]<,;tau
dalarn BaAiarr Tahun pajak scsuai dcnga-rr kctcnnren
peratu-ran pcrundang-unde-rrgaa pcrpqiqkarr daere]..
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24. Su-rat- pchbcritaluai pqiak Terutahg ya.rlg scla.rriutivadisinskat SppT adalah ,r._", y"rrg " i.[n i"r."i-",i.1ilu-mcmbcritahukan besarnve
waiib pajak. ' PBB-P2 ya-ng tcrutsng kepada

25. Surat. pcIrlbcrital.uarl Objck pajek, yeng selalliutnvB
_dr:irt8k.at spop, adalal 

"u.at yarr! aid,"iL JiJrr" ivlilpaja_k untuk melaporken a". .ilu:..t aL-"E:It p;j;i. ff*:darl Bangunan scauai dcngqrr kctcatrial il;,.r;perundang-undaJrgar perpajakan daerah.
26. LSPOP adalah L€rnDiran

Paja.l<. surat Pcmbcritahuan obyck

27. DHKP adalg}t Ds.ftar Hirnpunan Ketctapan pajak Bumi denP"19..,-"- perdcss.a', ai' p".tot 
"n- v"nc-;' ;;;;;",

:-.1:i .r"ToI objek pajet<, ne-Ee q,ajib ;Sid, ;;;.-;:.i;
[,llak, paja]< terhutang, pcrubahin ;d.I;' d.r, 

*;;:;
oayar.

24. DPH PBB-P2 adalei DaJtar pcnerirnaan Hal.iafi paial{ Burnid6', Bansuna,., pcrdcsaan aan pcrkotaal yal;^;fi'r"*11lu.rtruk mcrnbukukan pencriEraarr n"-i" -a"rr--r]iniL
melal<uk.n penyctoran palel eunLi- Tan 

*E;;,ri$
Perdesa_ah dq.rr perkotaan.

29. TTS adalah Tanda Tcrima Sementa-ra pencrirnaa! pBB-p2yang digunalarl olch oen-tiL"--g"'i,, p.J*iu],'"ffi:ff"ffi:sut pajek bu-tni da',

30. STTS adalah Su-rat Tanda Tcrtia Setorar pajal< Bturri da_nBa',gunan pcrdesaan aar ecrkotaarr-yaif'd;;;"J#scbagai trida terima setora"n di Kcca:rnatai, ;iilffiBelrda].er-a pcnerirnaaar IDaer€.tr. Jrnas pengelolear Ncuangan

31. Surat Ketetspan paiak Dgera}l pajak Buni dan Bangunan
l11ae_s3ar darl perkotqan yallg scla-nJutnya disingkat SKPDPBB-P2 adslah surat kercuapsn p"j"*-.i,"rIg #;;;;;besarnya jurrrtsl pokok pajak'yanj ti."t_rirrg.-

32. Surat Ketetapan pajak Decrai Ku-raflg Bayqr. vanqselanjutlya disingtkai sKpDKB, 
"a"r"rr--i.."t*,tli.tjJ".f,pajak yang mcncntukan bcsarnya :"-f"tl-.rJtil'-#i"?ijurnla}l krcdit paja}, jurntah t.t"r".g"- 'o._t"!}H

pokok peia}, bcsamvs ""nksi ad,rninistr?tiI, i..rr ]ij-*llipajak yalg rnasih hafts diba)rar.
33. S-u.rat Kctctapan paja-t( Dacrah Ktrreng BayEr Tarnbahan-ysnq sela-njytnya disingkat SKnDI&T, - Aat"[-:;;iketetapan paj6-t< ,tang mcnenrukan tamb;ha.rl 

"L. 
p"rJpejal< ye,rg telal ditctapkarl.

34. Surat. Kctctapan pajak Dacrah Nihi.l, rral* scla.rrjutnve.usrngkotaan kat SKPDN, adalah su-rat k"tt ..----rlJyahS mcnentukarl jurnlah pokok p^j.* ."rrr"'Si"Iii.
:.-1E"1_ly"r* kredit pajak stau pajek tidak rcruta$g d;;uoan< ada tacdit pqiak.

35. Suiat Kctctapan paja.k Dacrah tebih Bayar. vsflcsctEnjutnya disin8kat SKPDLB, ada_la]1 surat 
- 
kctcts.oa;pajak yalg tDencntukan jumlal kelcbihal ;.;;;;;;
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36.

39.

3a.

pajs.k karena ju-rr e}l l<rcd.it pajak lcbih bcssr d.ari DadapaJa]< yang terutang atau seh;u:nya tid.k i.;t";. "-"-
Surat Tagiha.rl p4a} Dacra}r pajak Burrti daJr BanEaulsrl

*lii&:.-r.:.*ir*rmrsx**r*,i#sankai adrnir-ristratif berupa bunga da;/ atai e;;;:., -.."
Surat Keputusan pembcrulan adalal. surat kcputusan vans

$?_{s-3,f,E1*il.H;-;:_t**ilixi;$j#per:ruran -pcrundang_undangan pcrpajalcan dacratr vaIJtcrclapat da.Iarn Surat pem-beritahri; p"jJ'i;;;;;"
By.:ti.',f*ffiJ*ak Dacrah' il;' di;;p; E"?

isi:,f"','.:ff{":iL*.?."..ff \f; H"eL??nJgi?:*
ilff :t.HT:-",?,,"T;:H::Htt#tr"I;ffi 

"5ilTfy. i: _ 5.O" *:"i Keberatan adala} surat kcpurusan atas

i-iiai"::ili:"?.i,T:ti""i?rgs,r"tlsrTtffiI::::::= ":i1l-o.:,* Kurang Bayar rSr<p;rsii iiili
i:ssfr ,:1,,,i"3"1".*IrH*;;"#{"I#"#

SKPDN ), Surat Ketetapa,l -FJ' r qJ.* vaErarl r\lnrr
sKpDLB l, atau rerhadap o"rrrol$^^o-t":* L€bih Bayaf
eh hrharJ r.-ri-- ,- . 

l_"qn" atau pemunguEll

40.
o teh pihal re ti ga yan g aiai'u fii'.1"-n "rff": ri?I.i ii** s *
Pemeritsa paj6} ad6_la}l pegawai ncgeri sipil dilingkungan
f"flX:ff lt'f; 'Hrfi"ffi:""?;-':q "tau 

icn.ga ;iu vl-g
tanggung jawab ,,i*t ii.iir.Jritt rugas' wcwcnans' dan
pcmbah.san Akhir Has, ".,''*1.H-o:fff ffiJJI;I=s gilakut<an antara pcmeriksa p"i"r. a._ -Giu*pljl*
a_Las telrrua.rr- sela-rna pemeriksa-a,r, da.n nasU 

-Uafiajri
::T:al .tcrsebut baik yang disct.\ilri ;;p;-;;;;:;;orsctujrri ditual1gkarl da]sfir berita acar.a hesil p.-.it."".yang ditandatsrgani oleh pcmeriks" p"j"il;;;.ii;;1?:
I:1". *.,:3 pcrncriksaqn adalah catatan secara rinci danJerasyangdisclcnRsarak&rot"tpcrneritsa-p-Jfr<-;:;;";:i

ffi;!ffi,..m-H:HHffi'ffi

41.

43. Tahurl pajak adalah i6llck,a
tahun kalendcr- waku ysng lamanya 1 (satu)

44. Pemungut€n adalah suatu raJlgkaialr kcgiqtan mulai dal.ipcnghirnp.na' data objck a"-''- ..titrl-GI[; ffi;tiHbc:elnya pajal< yEIg teruteng safirpei kcgietan pcna"eihanp4_ak. - kcpada wajib F":"r. - ".-rtl-1";;;Hjilpcnyetorennya.

!

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


I
{

45.

46.

Pctugas pcrnungut adalah
pcnagihan pajak Bumi da.rt
pcrkotaan.
Stendaid Operating prosedur
pcrnu.rrgutan pajak Bumi da.rr
Perkotarn .

Palal 3

pettlgaa yang mcleltukal1
Bangu.rrA.fl pcrdesaan darr

( SOP ) adalah tata cara
Bangunan Perdesaan dan

BAA tr
a&ta csfa pc,rcrbttr!, appf,AI<trD,AKpDn AI(pDt(B&n AI(pDBf

pr..l 2

(l) P:I|"".rt ", SpOp dan/atau L-SpOp, Dinas mcnerbitkan
:Jrr yang mcnrpakan keletapan pajal< ten-rtsl.lq vane trenrsdrDaya.r cla]ain 1 (satu) tahu-rr paja_k.

(2) Waiib paja.k dapat mempcrolch -SppT 
mctalui:a. Pengarnbilan sendiri di Dinas/Kecarn-atan/ Kelura].6il

i:. P.g" tcmpst objck teraaftar'atar,r aiiemJ";;;';;;diturruk; atau
b. Pcngirirnan melaluj pos atau disampaikajl olch aDa-ratDirras/ Kecamat6n / Keluraha'l den Desa.

(3) Bc{asa:"ksI SPpf sebagaimarla diIns}sud Dada avat r r lclrtcrbrtka-n DHKP da]6_rn rangksp 3 ltiga; 
' a6'l ji;iZ

tangani olch. Kepela Dinas, ma;ing:_-""irrg-dip";tu-k;;--
a. Dcsa / l(elurahan ()cmba-r ke I );b. Kccamata-rr ( lcmba-r ke 2 );
c. Dinas ( lcmba-r kc 3 ).

(1)

t2)

Sc}.elurn SPPI -dissrnpaiksn pade Wajib pqiak dilakuksn
Kcgratan penelitis.n tcrhadqp isi Sppf dirneksud.
Kcgiataln pcnelitian sebecairoana diElaksud pada a],.at (1)
ctilal<u](an tcrhadap :

a. Subjck Paj6I<;
b. Objck Pajak; dan/ atau
c. NJOP.
D€.hlit ha.l ditemukan kesalahs-n scpcrti Narna Wajib pajak,
SPPT g6nda, alarnat, luasarr objck pajak aun i"t t""p"ripajak, maka Dinas rnclakukan pcmbctr in.

PEIUBBI I'L.IUC APPT PBB.P'!

palal 4
(1) D€I6ln hal SPF,[ tetah disampaikan kcpada Wajib pqiak da-nWqiib Paj3l< mcncmuksn kcsalehan - scpcrti -Nami 

Wa.liU
Paj6-1<, SPPr ga,tda, 6la:rnat, lrrasan ob_jek peiak d-an

(3)
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(21

(3)

ketetapan pajak, Wajib paiak
pcmoetulan kcpada Dines. _ mcngajrrkal PerErohonarl
Atas pcrrnohonan lrcrnbetula.tl srt:*ir*m*tffin:ffi*F#dff 8"11.i.
". :1!_", diajuka, oteh wajib pqis_k arau kuasa.nya secarapcr9coranEan danb. dapat diajuk&i sccara kolelctif.

Paql E
Atas dasa-r permohonan waiip::l_?s-".'k. ;;;*' "jtt' *33ffi ;*Lff".T" 

"*1X?i;r<ckcUruan pcnerapan kctcntr
Lll:9"-s- .;a.-;I. o]il;'.ffi i:[:lt,$ffi ,.".llHH
sura! keputusan atau surat kctetapan scuagai bcri i .!v',qse},s. SPPr ;
b. SKPD PBB-P2;
c. SPTPD pBB-p2 

;
d. :urat Keputusan pembcrian pcngu-rangaJl pBB-p2:

i :fil IllXH:il ;:1ffif,T p"'"a"aa-i,i;"1i pee - pz ;
g. Su-rat Keputusan xeueraJ, '

l. :=^: T:.eutusan 
pemberian imba.lan Bunsa ; dan' iirissTHJ:l*tr.tiffI","ffi*x,*,, sy,:rr(cputttsan 

_ Penguranga, Ketctqpan p":af., at.] i"*.IiKeputusan pembatslan Ketetapa-rr Fajal. -

pr.rat 6
Pembctulari sebagaimana dimal<$.rd dalarn pasal S mcuoutipchbcru.tan aus kesatahan atau kekcli.ruan ;"rr; 

.;:J;;

ffi::"#**H"r",51r['1"*o"-ep'"".''stlt,]',-i.-t
a. Kcsal€ha-rr tulis, a'ttal-a lain kcsa.lahe_n pcnulisan NOp. n6lna

Yir3li! pajak, atarnat Wajib e"i":., r-t i7.faoi, ;;;ci ffi;iPBB-P2. doublc Serr, 
"Ujct pajak tida! "a"--^^-jl. IIIKcputusan atau surat kctctapari, luas tanah, f""" U"rr""-irli _

" 1E-&'{} LtrJ' n#*,#"Hsfr;i ;:$:lH#'I,
pcngura-ngan, pcrkalian, dan / atau p.*6"g;- 

".;;bilanga.Il; den

". T:l."1lT p:.:"aeal krterrtuan tcrtcnrlr data.dr peratura-rr1l!r, antara lain kekeliruen!::Ia.., n,3$ffi"*;,5';i" XH#flpcnerapan NJOpfKp, kekcliman dslan ;;;;;;;proscntase raii,r dan kckcliruai p.rr.."p"; --_;.;iG;
adrninistrasi.
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Pa.rl 7
(1) Pcrmohonen pernbetula.rr

Pasel 4 ayat (3) huruf
6cbegai berikut :

sebaqsildana dirnel<sud dalarna hsl-u6 memenuhi persya-retan

a. S€tiep pcrmohonan hailya dapat dieju.kan untuk 1 {satulsural kcputusan atau slrrat kctctapan scbagsimanadimaksud dals$ pesal S:b. Diajuka-n sece-ra tcrtulis delarn bahasa lndoncsia siscrta.i
:f3sa-n yeng mc,ndukurlg Frerrnohonarrt3ra; ---- "'*'*

c-. Drajukan kepada Kcpa.la Dinas ; da-rro. Surat permohonan ditandatangani oleh bukan WajibPajak:
l. H-6l1ls dilampiri dcngan Surat Kuasa l(husus. basiwajrb t,aJel< orang pribadi dcngan pokok pai6j. tebilbesar dari Rp. S.OOO.OOO,OO ( Iirna luu rupi-afr 1 aerl1i/ajib pajak badan, atau
2. Har.us dr]i*pi.i dcngan Surat Kuasa, bagi Waiib paiak

:.-g p!^bi{ d-cngan pokok. p_ajat< samp-ai d.;gr- h;.
_ 5.oOO.OOO,OO ( Uma juta rupiah )(2)Permohonan pcmbctulal scbagaimsna di.mal<sud da.larn

:-":1_^1-1{1!- (3} huiuf u rraris memen-u*-;;."d;;
seoagaroerlkut:
a. diajukan untuk Sppf Tahun pajal< yang sarDa denEa_npqjak yang rerutang untuk ,.riip S-erf" p.fin; #;;;
. Rp.IOO.OOO.OO ( sere.rus ribu rupiai );b. diajukan secara tertlrlis aafaa Uahasa Indoncsia disertai

1lasan yar\g mcndukung pcrmohonernya;
c diajulqn kepadq Kcpala Dinas; dan

,., ";-1a$". melalui Kepala Dcsq/ Lu_rah sctcmpar.tq l anggat penerimaon suiat yang dijadik5n dasar untukmcmproses slrrat Frcrmohonan scbagaimafia d.irnaksuddalam Pasal 4 ayat (3) adalai ;a. Tanggal tcrima surat wajib pajal<, dalarD h6_I disa.InDaikEflsccara tangsung oleh wajib pajak iada p"*e"a y;sdirunjuk; ar6!r
b. Tanggal stcrnpel pos tcrcetat, delem ha.l suratpcrmohonan dissrnpaikan rnelelui pos tercatat.

paad a
(l) P€rrrohonan FT.r.b!d.. y6ng tidak mciucnuhi pcrsye-rara-n

scbagairnana dirnaksud dala-E pasal Z dia'rggap- buk.an
- scbagai surat pcrmohonan sehingSa tida_L dip".d;aLck"-. 

-

(2) Dalern. hal pcrrrrohonan pernbctiiai Uaafc iipertrnUfigf<an
scoaga.Err4na drmal<sud pada ayat (1), Kcpala Dinas haius
memberitahuk"an sccara tcrtulis kcpada ivajib pajs_k stau
krrasanya.

(3) -DgliT- hal pcrmohonan pcdbctula.rl diduka.rr secarakolcktif, pcrnberitahuan tcrrulis a3!ag-imj,r6 d.i-srsksud
pada ayat (2) disornF)aiks-n kepade Kcpale. Dera / Lura.ll.
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palal 9

(l) Kepala Dinas harus mcmbcri keputusan atas pcfinohonanpcmbenrlan sebagaimarra dirnalsird d.l.r, p""i-;' ;;;;.Aidatarn. jsnska waktu palins r"_" o t"rr"_'i E,r.i,lirliltarlggal surat permohonarr pihU.nrt"_n ditcrirna.
(2) Apabila janSka waktu sebFgqi,nana diEraksud pada avat I I )tcla.l'r tcrls-rnpaui, rctapi Kc-pa.la Diras tidea ;:;:: :', l-: Ikcputusan, pcr',,ohon.,, Dc,nbetulan ai"''gS";-dik.l"ld;Idart Pejabat wajib mcncrbiikan surat kcputGair ;;;;;:scsuai densa.n pernohonsn waiiu eqiar<-pJinl-riaila*il.i?i

) br]lan tcrhitu-ng sejak beralurnya ja-ngka wa.knr 6 { crrEln )bulan terhituns scjak bcralirnya :Lfi" *uli_"- o" i :;;J ibutan sebagairnana dirnaksud p"ad "iit f ill"- 
v r !'!rar, ,

(3) Kcputusan sebagaimana dirnaksud Dada evat I 1 I .ton-.ocruPa mcnAnbaht<al. menouralgkan 
"*r1 -".rgfra'p'r-"_il"ljumlah P1B-p2 ya.rl8 teruta;g, atau sanksi adlninisrralive-mcmpcrbaiki keso_lahen d6

menolak pcrmohonan wajib 
nakkckctirua' lainlrya' atau

BAB III
JATA CARA PEI{OIAIAN DA!' PTI TAIUPAIAII APPT,DHIIP.aI(PD, arpDr( DAr( Br(PDrG pAjrAI< Bui,q;Ar-;{iA;iln

PERDEAAAIT DAIT PERI<OTAA!'

peial 1()

Pengisial SppT, DHKP, SKPD, SKPDN ds.rl SKPDKB paiak
*= d* 9angunan 

perdesaan o"_r, pe.toGn'a];' r< .eiiH
I Kompurcnsssr I rhete_Iui aplikasi sistih paja-tc Bulniuenguian yeng ada pada Dinas , 6ct lah ,r"f .:rii-..""""pcndataar dan pcnilaian scrta pcnetapan b.-";;;;"i;;;harus di bavar

(1)

(2t

(3)

parrl 1f

l:ll"'"p-:i sPPr, DHKP, TTS pBB-p2, dilaksa-nakenDlnas mclalui Kcca-rnatsn rrntuk discra-l. ksrr kcDadaKclulahar: / Dcsa di witayah kcrjanye ;;il-_ ;;;;untur. kcaudieil disa-rnpaikan kcpada Wajib paj-ej<, dcnee;rnenggutra.kart bcrita ac€.ra pcnycrahalr.
Pcndistribusia-n Sppf, DHKP, ffS pgB-p2 olch keca-rnaran
fee:dl p:!uS3s. pcmungut di dc8a/kclurahan parinslanrbat al<hir bulan Maret pada t.ah\rn befa.lan dlngaimcnggunal(arr berita acerE pcnycrahan.
SPPT PBB-P2 di dist.ibusikEri kcpeda Weiib pais]< olehpctugas pemu-ngut di Dcsa/Kclurahan pating laniUat a_trir
Bufan April tahur bcrjalan.

10
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(4)

(s)

Bukti pcncrimaan SppT oleh wajib pdal< berupa Struk
:III I-*g telai ditanda terrgani olin W"jiU e".;.r.--'- -- -"
SKPDN, SKPDKB. dafl SKPDBT disarnpjkan liepada WaiiUPajak marrakala tcrdapat pcrmasal.fr.., t..rt"."-."ill
:qr, qft:a-*y3 pcrmohonen keberetan, k..ire'a;;;
t ajal< otctr uupati,

BAB III
TATA CARA PEMBAY^RAIT, PE!'TBFOR..'IC, TEMPAT

PEMBAYARAN AITOAI'RAII DAIT PEIII'TTDAAN
PEMBAYARAIT

Bagla! Kosatu
pcEbalrar..rr

paBAl 12

Pajal< yalla terutang bcrdasarkai SppT harus dilunasisclambat-lafibatnya 6 (cnaml bulan sejak taJtggaldilcrimanya SPPT olch wajib pajak.

pasal 13

Dalah ha] tanggal jatuh terapo pcrnbayarsn ataupcnyetora.n pajak bertepatan dcngan hari libur: tcrmasukhari Sabht atau hari libur nasi;nal, pembayeierl ataupcnyetoran paj6l< dapat dit.qkukan pada ha_r-i kerja

I*i ,iby. nasional scbaSairrrsna difiaksud pada ayat (1)
F-rts-..k heri yang diliburkan r:ntr:t pcnyelcngg8ra;
Pemilihan Umr]lrr yang dit rapkan olch pcmerintan j-an euti
bersslna seclra na6iona! ],€rlg ditctapkan olch pemerintah.

(1)

p!3el 14
Pcrnbayara.n PBB-P2 dilakukan tnclalui Bank ya.trg ditunjuk,
Pctugas pcmungut , Perugas Onlinc palrmenf Syitern lOeSjatau ternpat pernbayafsn lain ys.rrg ditunjuk.

(2)

(1)

12)

Prsql 15
Dirras, Kccafiatan, Kch,Lrahan dan Desa lnelel<sa]lakan
pemungutan PBB P-2 .

Kelurahall dan Dcsa sebagairrr€na dirnaksud pada ayat(1) sclaku pcmungut PBB-P2 rnenunjuk petugas
Periruntut PBB-P2 di witayah keia raasing-masing
untul< melakssna-kan pcn ihan dan penjrctorar pBB-

Penurijul<.an sebagailnana dioaksud pad.a ayat (2) trarus
dicalrtulnlcan pcrincian tugas dan t€ngg\xagiawab
petugas Pernungut.

{3)

l1
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I
(4)

(s)

Kccalnatal. sebagairnana dirnshsud pada ayat (1)
-:r+?".qirrit pcleksenaan pe! xlguta.rl pB6_p2 di
l*.u- yall kcrJa masing_masing,
Lrinas scbagairlaJla dirnel<sud pade ayat (1)m:ngkoordinir pclal<se.rrs,6n pemungutaIl pB_B-p2 ses rayeJr Kebr.rpatcn.

PE}IB.f,,YAR.I'!' PBB P2 MEIALI'I BA.ITK TEMPAT. 
PEMBAYARAT(

, pasd 16
:eTPayaran PBB-P2 oteh Wajib pajak mctalui Ba.rrk TempatPcmbayarsn adelah :

(1) wajib Pajak membayel. pBB-p2 terutang seca-ra ru]-laidenga.rt menunjukksn Sppf/SKpD atau NOp pada Berlkatau tempat lain yang ditunjuk
(2) Pembayoran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sahbils rcia_h dilakuian kliring.
(3) Bank Tempat pembaysran ata.u tcmpat Iain ya-nE dituniukmcnandat-angani S'ITS atau SSPD atau a"nio.rr" f.ir, "ii"sah dibuat rargkap 4 ( cmpa! ) ".U"g"i Ur_rLtl pire."ifr"i

ates pcmbayq-ran pBB_p2 masing-masing :

a. l,embar. 1 (satu) untuk wajib pajak 
;

b. l,embar 2 (dua ) untuk Dinas ;

c. kmba,r 3 (tiga ) u_ntuk Desa/Kclurehan; dai
d. l,cmbar 4 (ernpat) untuk Bank/Tcrnpat pembayarar.

(a) wajib Pajak yang membaya-r pBB-p2 mclalLri kirilnan uslllcatau u-ansfer, sebagai bukti pclunasan harus discrtal
lcnqan surl_gengalt r p.ngiiiman dari Ba-k i.;;;
Pcmbayaran PBB-p2.

PardbeJraraa pBB-p2 Dclatrl potugsr pcEuagut
Pa!5I 17

Tata cara pcmbayaran pBB-p2 olch ws,jib paja_k rnclalui
Petugas Pemungul adalall :

a. Wajib . pqjak rncrnbaya-r PBB-P2 tcrutang dengan
lnenu-njukkai SPPr/ SKPD kcpada pctuBas pcmrr;gut; -

b. Wajib pajsk mcnerima TTS ternbar ke 1 (lelnbsr kesatu)
scdangka-ir lcmbai ke-2 untuk pctugas pcmr.ingut 

;
c. Atas dasar pernbaya-ra_n dari wajib pajs-k, pctugag

pemungut menyctorkai kcua-ngen pBB-p2 kc koordinator
Dcaa/Kclurahan untuk disctorkan kc BgJ* lrang ditunjuk
dcngai rnclrggunakarr DpH scbajnyat rangtap S (tirnat; -

d. Setclalt DPH dtcgist -asi olch Bank Tempat pembayerar!
kemudian dikcmbalikai r:ntuk diea-lrtpaikarl kcpada : -
1. Dc6a/Keluraha'r ( lcmbar kc 1 )
2. Dinas ( lcmbai kc 2 )

t2
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I
I

(1)

(2)

(3)

3. Kcca_matan ( Icmba, kc 3 I

!: Ei}-%il'#Ii"ti,Li fr,li,iL*, r' ?".X1il,ff*"f.T 
"tr?*??.:?.f 

/p:IlLHsn wajtb

Bi8l.D RGdu.poayatoraa

pa6al le
Penyctoran pajak Bumi dsnHcrkotaan oleh petugas 

".**.r-..u.1?E"tt- 
.Perdesaan da,l

Pembayars-n ua"r.'r.u -'^'Ij?yt clrlalcuka,, ke Bank rernpat
rnenssunar.ai D"j; ;";";-""H 

""',*"i""fii 
jam dengan

B.gtla X.ttgs
Ang!u.raa
perll 19

ffiixii"{-"1ruLH#?H*""Hil*l,.fi ,"?,l.*il
3:-T::y*i". pajak ysna masih harus aiuaye--t-ep.a-a-aEupah melalui Kcpala Dinas.

I::".lgl"l sebsgaimana dirnalsud pada ayat (r),

:ffi:i:q:E:i*j,rlffi":i"..s5-J*:*ils,rxi#pcmDayaran yaig dimohon untuk diangsur.

3trH:":"S:"*#I,,1%!,#,""Hii%Is*.*i:i.l*ilfl ;paJa* . karcna keadaan .il.* - ---Llr."lJl"_"?I

l{:.?3.il",qH":", *"}i.*";*:,s;:miq#ft
[:IlXIu u"" kc be n e,an ri."i"..., -,Ji. *" ;.,^"-"TyX
Batas nilai p.aJal< ysng dapat diajukan pcr:nohonana-ngsuran pembaya.ra.rl diatas Rp. Z.OOO.OoO,5O' 

-"-""^,*.

:.:l:u} fo:rr]at pcrmohonan arrgsura.rr pcmbaya-ran olch
:-"J'1. p"j* adalaJ: scbagaiir.rr" iit.t pi."r,--p-"I"r.Arnpr.rajr peraturan Bupati ini.

{1)

pelal 2()

Atas dasar. Surat pcrrnohonan Angsu.r.an, Kcpala Dinasmrnygaskan 
.fungsi yang mcmbidaiA lr"ilrx-L.rifrri<al

-q:l:u."r1 
scba8ai ba}la.rl pcrtimbaigen ai".*iJ-l;"trdelsrya pcrrrrohonsJr angsurq:n.

::!1".tk " hasil F,crtirabanaan, Kcpala Dinao atA.s narnaEupau mcnerbitl<an 
_sur-a! kcputusarl ata,s pcrlnohorrarlrErupa mencrirrre selunrhnlaa, acbagian atau p€nolakal

(4)

(s)

t2)

l3
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(4)

(s)

(6)

da.larn jangka wakhl 14 (cmpat bclas) hari ketje sej6l<
bcrkas permohonon ditcrima dengan lengkap.

(3) Tcrhadap utang pajak yartg tcl6l1 ditcr.bitkan surat
kcputusan sebagairnana diEraksud pada ayat (1) darl
ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk
mengangsur pembaya-ran.
wljib Pajak yang rnasih prrryq tunggsi(arl uts,lg pajak
ts}urr sclrclurnnya, tidek dapat rlrertgajukalr atlgsurai
pcrnbayafan.

Maaa angsuran utanA pajat tidak mclcbihi jatuh tempo
pcmbaya.en paja-h tahun bedalan.
Bcntuk forrnat surat kcputusan atas pcrmohonan
angsltra-rr olch Kepata Dinas adalah sebegaiinana
ditctapkan pada l,arnpian Peraturan Bupati ini.

Baglaa I(coEp.t
Pcanrn&aa poebala&r&tr

pa3.l 2 t

Wajib Pajak dapat rncngajukarr Surat pcrrnohorrarr
Penuddaa, Pernbayarai scca-ra tcrtulis untul< mcnunda
pernbayaran pajak yang masih harus dibayar kepada
Bupati mela.lui Kcpa]a Dinas.
Permohonan sebagaima:ra dimaksud pada ayet (I),
harrrs diajukan pa-lirlg larnbat 30 (tiga puluh) hari sctclah
SPPr diterima Wajib Pajak dcngan disertrj a.Iasan
PenundaaJr,
Apabila batas waknr 30 (tiga puluh) ha.i scbqgai.rralla
dimel<sud pada ayat (1) tidak dapat'dipenuhi olch Wajib
Pdak ka-rena kcada-an dilua.r kckuasa.s.ftnya,
permohonai Wajib Pajak Masih dapat dipertirnbaingkan
oleh Kepala Dinas scpa.njang Wajib Pqjak dapat
mclnbuktikalr kcb€neran keadaafr diluar kuasajrya.
tcrscbut.
Bcntuk forinat perrnohonai penunda,an pcrnbaysran
oleh wajib pajak adalah scbaSqiaa'la ditetapka:l pada
Iarnpiia.n Pcraturan Bupati ini.

(1)

12)

(3)

(4)

(1)

Palrl 22

Atas dasar Slrat Pcamotrorran Penundasn, Kcpala Ditras
rncnugaskafr fungsi ys-ng mernbida.rrgi rl,rtuk aele]<ltkar1
pcnelitian scbagai baharr pcrtirnbanga.n disetujui atau
tidek :rya pcirnohoiran p€nund&eni
Berdass-rkan hasil pcrtiabanga-n, Kcps-la Dirras
rncacibitkair surat kcpr,rt\8art ataa Pcrrnohonan bc.upa
mencrima atau pcnolal<an dalajn jangka waktu 14

\21
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I
I

f,H#"::'ffLLT.-Ii:" *.i* tcrkas pcrmorronan

Tcrhadap utaJlg pajal< l.ang tclahr<cpurusan scbagaimana djlrlaksudayat (2), ridak dapat lagi diajukanrncngangsur pcmbayaran.
wajib Pajak yang masih punya tun8gakan utarg pajal
11ltr--: bclurnnya. tia"* -a"p"t 

m"nfryukan p"rrirril"rrpcm bayaiaJr .

Masa pcnundaqn utang pajak rid6l< melebihi ts.rrgAal 31uesember trhun berje-lan.
(6) Bcntuk format surat kcputusa-n eta.s pcrrnohonanpcnundaarl pcmbayar.an i,t.r, x"pa" -ofiI";;-ffiii

sebagairtrana ditetapken paaa f"arnpiran -_;.;;;;
Bupati ini.

BAA IVTATA CARA PENGAJT'AIT DATT PE! TELESAI.AN KEBERATANprre-l 23

Wajib Pajat dapat mcnpaiuk
melalui Kcpala Diras atasl - 

ar kcberater kePada Bupad
a. SPPI PBB-p2;
b. SKPD PBB.P2;
c. SKPDLB pBB-p2;

palsl 24

wdib Pajak dapat rncngajukan kcbcraten dslarn ha-l:

YIi9 p"j+ berpcndapat bahwa luas objek paja-l< burnicrqn/atau bangunan atau nil,ai ju.et obj:k iei""t i;]dan/atau ba'gunan tiaak scbagai;an; ;;6;l; "*"'
Kcbcrat€n scbagaimana dirnaksud pada ayat (l) dapatdiajukan scca-ra :

a. perorangan atau kolcktif untuk SppT pBB_p2; ats.ub. perorangan unruk SKPD pBB-p2, SKPDLB id;F

pr!.I 26

Pelgajuan kebcratsn SPI>T pBB-p2 sccaia kolcktifsc-bagalnana dimaksud dalarn pasat z+ ayat 1-y truriii-adilatn:kal lrrrtuk setiap SppT pBB-p2 ,-.:rr;..i dl;;;
Rp.5OO.OOO,OO (Iima ratus ribu rupiai) di"j.ik"r;";;tcrttrlis 

- 
k€pada Bupati mclalui ttcpaia O-inas aenear1-

mc Errrprrkan pcrsjaaratEn scbagai bcrikut:a. asli SPPT pBB-p2, SI(PD pBB_p2, SKPDLB pBB_p2
yan g diajukan keberatsn;

b. suiat keterangan Lurah/ Kepala DesE setempat.

(3)

(4)

(s)

diterbitkan surat
padq ayat (1) dan
pcrrnohonen untuk

(r)

l2J

(1)

l5
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(2)

Eifrffirffitr*$ffiH-ffi#ffi
lxrtIifttr"trfu x1?5; 

"1ffi;,kdita.odat€nssniil:*.i,fl "iH"'"[:f 
*#J]*'ldatanga,,i oreh Kuasa

ocngan: - mal<a harus dilarnpiri

LT"frlh#"',:,Ji"?ff 
.ff :tstBti"*a-T

o. surat kuasa, untuk Wajib pajal< Badan.

(3)

14)

pasal 26

(1, pengajusn keberatan u-rlru-}< -SF,pf pBB_p2-p2 sccar_ep-crorangan sebsgaimarra d

^ tr*"ug"e "*"###"T*:":"#, 
;B'##,:m

(2) P,eng€.juarr keberatan scbar
{l J 

aa;u*an ".d;;;ff 
g#AAri-.Et::1rT?3IT

;Tl"$ffiqffi.H1gflsi1=:..:::
pcngaluai t.u.."ilrrll'fl 6-lEsan ysrrg mendukung

c. fotocopy iacntitas Waiif '

,.r.,-,"."'w";iu--e.!ifu";i}{flT.ff opvidentitas
d. totocopy bukti kcpemilikEc. rorocopy I"ih r,l.rrairir.l-ba+ den scjenisnya; dsn

. kctcran Ban a ari i_iiiir.,*lffi.u"L1f"T.matau s.lrat

' fi,"ijt$iff Jffi ,.:."-:,"''e 
-tilIii 

J' ii.",,-.
p.,ig".jru;k.EJi;;;X** .rasan va',s mcndukuns

g. lotocopy pembayararr iekcning tisEi.k bulen terekhir,") 5:l.j"FJl scbagairnana di-Elaksud pada ayat (1) diajukEn
SHH ltt{ts,\Hff :T, ::j"t .crd", ;t;-d;;;;
Lurei/Kep.te b.;;-":;#I::ua wajib Pajak mcla-lui
jangka w;kru rni "i"i, 

'i55i llPat mcnu,,jukkan bahwa
dilu; kekua;;-ni"** -'""t dipcnuhi karena kcadaan

(4) Tangaal penel.irnaan suiat kcberarar 5,.ais diiadika;oasa-r untuk memproscs surat kcbcratal it"1f,n ,"--*,a. tenggel .. rcrirna surat t.U.."a.i*Tjr- hatdraa-mpaikalr secajra la'ra:
. t""".i,v. t.p"i"a-rrrfirBsung olch wsjib Pqiak atau
o. tangSal ta.rlda pengirime.lr surat kcberatan, dalsm hel

.d[HO* rnclatui pos dengan bu_kti ;.;dril;

l6
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h!.1 2"

"' frffi*;:$gi#ffi:? ?ilE*:?ffi
(2) Dalafi hal pcncaiuan

g;fr f fftr-ml.:li""fr *iffi t.,.:#?.*TI;
il';H.,-Ti"ff f 

.,:s';T#;,:*):"_ffi 
rys

. patll 2A

FiL';*?,.HH?1L"ih#:Hh":"i#""T".mc,,.bayar

palql 29

f ;E:H:H,.i"1t?'Ji*:#Tol*"ft 
n:"prpBB-p2.sKpDa. r^ep6ta Dinas, dslan hal h,

" #S,',{tfr 3ff"ffiJ"Es3ftrdri:.,:;
pa!.I AO

$tflnffi*r#m-#Hd.#ild:ilsfi
Pcneltian scbagairnana dirnaksud pada ayar (1):"'ffiffi" 

"T*iT"H- ;"X;.*fA.* Xll'.!il
3m, n"-sffiffi"ffi'u? di Lapaftssn, terrebih
pe r.-ksanaan o.";u;;;ii;p J;ff;.o"1.#jro 

"l,r*l
i*ffi*:-""***:q*S*****

Po!.I 3l

f$st"- Kepara Dinas atas pcngqiuan kcbcratanseoagairrraia dima-ksud aaUrn pasaf Zd t"^rf ;;":#

(1)

t2)

(3)

(4)

(1)

t7
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tralorarr hasil pencl_itiari kebcrroo or"" *i,li-,l.Ei jiftf,##*m.ffiL* 
"(2) Kepata Dinas meneruska-n IKe_paoa Bups.ti 

",", 'Tft- P.ttgajuan Kebcratan
:*aga.i'nana'd;*;;' lr"f'A:3 1;""".I; T:ILTJangka waktll paling Ialna
sersr< tanss.rl arte;manva suJai ,lH1"H:, ha,.i kcrja

parqf g2

(1) Brrpati scsuai kewcnanEparins lsrna-'r i'- a;;'';:i1:v3 dalarn janske o,Ektu
rarlggal ditcrirnsnve :ras' bulan tcrhitung seja-k

-.,ii..1..",,-" r.ipr-1',ii.- iYt Kcbcratan, - ha;us
sc basaim a,, a d;I;:;? i.r:f .""5f 

5? tT", f i:..","-t'' 5ffitflr['m$:'111T"'* dirnaksud pada ayat (1)

. - ","" -.".,"u"i,-u.ii_]ii,ffi[!ffilgA;.;"ur.
(3) Apabila j6.r,gl<a wa&tu sebe{I) teta}' t.ir"-p"-Ji"i"ff*a di@aksud pada avat

pengaJuan KcberaEn .:l:tt'"tJr belum ditcrbitkan.
ditc;bitkan t.p-,lt"l#'...1.3e9"p dikabukan dan
Paja.k dalam j;il;;"iH"? dengal1 pensduan wajib
terrrirung selai ffi;-;'trll".ffijffi.:rgT, o",;

(4) Da.lam hal kcputusan

#q3,"{"nffi;qisF#ffi"i[E
Keberetan *-p" -1Jii 

- , 
berdasarkan keputusa-n

pembayaran. "'-"6rroah sa-at iarun tetlpo
(") :lj1 . 

pBB_p2, sKpD pBg, sxiola pBB ba.rirseb€g€j-rnsrra dimalsud rdiajukan Keberatai. paoe ayat (4) tidak bisa

Bentul formulii
den pcnyclcsaian
Kcpala Dinas.

pa!.I 33

IH:.ffi T'?*ilHJAtn,*if iT;il

mm**^1.*t

pat.l 34t upau atau Kcpala Dinas et s
atau-ata s_pcrmoiiiai iG"- fi "f ffi "?uati 

ksrena j abatan

" ;EEH*mol*'o,fllX5#ff *J.,'H;ffi 'HT
]E
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(1)

(2|

dilcnakafr karena kckhilelsn
- kesarahan wajaib pajak; d../^.x"j"ib Pqi6l< atau bukei

' l BH#F"s."!# r#ffii",#.iFiH; tH
prril 36

l:tqyi:g." atau. pcnghapusan sqtll<si adrninistratif
nffit"tet:H_:flffi *i:s"r,ut"{Jxx
a. STPD pBB - p2;
b. SKPD PBB . P2;
c. SKPD!(I) pBB _ p2 : atau
d, SKPDKBT PBB _ P2

";#ffi 
ffi[h**"r]i#;".rum:r

a. tcrdapat ketidakbcnaran atas :

I k",X-..-qj*.o."]*.bluni darl / arau bangu.nan;
;.]::yf ."* dart / atau barISurrsn; danfataur.penelst.an pcratu-ran perundang-undang; nee _!f, n"a" sppT pBB-r,2, sKpo ige -p2,-i,"" liiJPBB - P2;

b. terdapat kctidak bcnaral atqs pcnafgiran pcraturarr
ffiHT{'S'Str3"'ne-e-g'19-sxedxi-'ir5ii
SKPDN pBB p2, atau STPD pBB-r'2-

iffi';fi#*--ffi,ffiffi,$ffi
paa.l g6

(1) Permohona:r- pcngur€ngan etau pcnghapusan sa.ttksi
:l:Ti":I"tff scbagairns-na airnat<sua arrirr" p""J- i-+ourut a harus memenuhi pcrsjraratai :

a. I_(, satu ) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-F'2:srpD pBB-p2, sxpoKg pag_i2, SKpDrGi-;;;lF2,atau SPFT PBB-F,2;
b. diajukan sccara tertulis dala-tn bahaaa Irrdonesiadcngan mcncanturrirksn bcasmya 

".rrt.i "aorai"J"ti?yang dimohonksn pcngurqnga-n atau pcnghapusan
disertai alasa-n yal,rg mcndul<ung pcrmotronaniya;

c. diajukt.n kcpada Bupati rtrclalui Kcpala Dinas ;

(3)

t9
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d. rliln'npi; fotocopy SKPD
SKPDKB PBB.P2, SI(PDKBT
P2, yang dimohonkan
sqnksi qdrni.rrbtrative;

PBB.P2, STPD PBB.P2,
PBB-P2 atau SPP| pBB-

peagurangan atau Penghapusan

c. wajib pajak tidak scdang mcngqiuksn kebciata.n,rnengajuka,l kcberatan nalnurr' tidak aapaidiperttnbanakan, at€.u rnengajukn kcUcetalr t<"rrruJial
llqrtr9ur kcbcrata'll1ya, atas SI(PD PBB_P2,SKPDKB
PBB-P2, atau SKPDKBT pBB-p2, dataJn hst yangd9jlrlarr permohon pengu.raltgaJr atau pcnghapusai
adalgi sa.trksi adrninist.tif yang tcrcarlhrrl da.lah-SKpD
PBB-P2, SKPD pBB-p2, SKPDKB pBB-p2, atau
SKPDKBT PBB-P2;

f. wajib pajsk tidek mengajukarl kebcratan, mengajukan
I<coeratan nalnun ridal< dapat dipcrtirDbangk.arl, at_aumengdukan kcbciatarr kcrnudian -r7rcncat}llt
kcberatannya, atas SppI pBB-p2 atau SKPD pBB-p2
yarrg- tcrka-it dcngan STPD pBB-p2, dalarn hal yang
diajukan permohona-n pcngurengar.r atau pcnghapusa-i
adalei sanksi administiatif y6jrg tercontu;t dalsm
STPD PBB-P2;

g. *'ajib paja-k tclah rnelurlasi pajak yang tidak atau
kuiailg dibayar yang menjadi dasar perhituagai salksi
adrninistiatif yang tercanturn daldn SKPD pBB-p2,
STPD PBB-P2, SKPDKB PBB.P2, SKPDKBT PBB.P2;
dan

h. surat permohonan ditandatar:rgani oleh Wajib pajak dan
9alarn hal surat pe.rnohodair ditsfldatangeni oleh
bukall Wajib Pajak bertaku ketentua-n sebagai-bcrikut :

1. surat pcrmohonan hams dilampiri dcngan Surat
Kuasa Ktrusus untuki

a. wajib paja_k bada-n ; atau
b. wajib pajak or:sng pribadi dcngan pa,jak yarrg

tidaft atau ku-rarrg dibayer yang rncdadi dasar
pcrhitungsn sarirsi edlainistratif lcbih ba-nyEl<
dari Rp 2.OOO.OOO,OO (dua juta rupial1)

2. har_us dila-apiri dengan su-rat kuasa, untuk wajib
paja-k orsng pribadi dengan pajak ysng tid6k atau .

kura'rg dibayar yartg lncnjadi dasa. pcrl.ituirgarl
sanksi adrninistiatif palinA banyak Rp,2. OOO.OOO,OO
(dua juta rupiah).

(2). Permohonan pcagurarlgan atau pcngtrapusan s.tau sanksi
admiristratif yarg tid6k rnefilertu]f pcrsya-.atan
scbagairna-na didraksud pada ayat (1), dianaaap bukan
scbagai permohonan schingga tidak dapat
dipcrttnbangkan da-rr kcpada wajib pqjak atau kuasanya
dibcritehukan scca.ra tcrtulis diBcrtai alasatr yatrg
mcndasa.ri dalarn jangkE wak p6ling l6-@a I (saru) bulan
terNtung sejal< pcrmohonan tet'sebut diterima.
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PASAL 37
(t ) e_:rm9n9lan pcngurangan SppT pBB-p2, SKPD pB.B-

P2-.,- STPD PBB-P2, SI<p:DIG pen.P2, sKPiIdi Fei.;;.SKPDLB pBB_p2, SKPDN peB_p2, - 
"-"U";;Ji1T:1..9 delarn pasat 22 huruf b hlrr_;-;aTH-1:percyaratan I

a. llsaq) pcrmohonan r]ntuk 1(sa ) SppT pBB-p2. SKPDPBB.P2, STPD PBB-P2, SKbDI.6 -iBi-i', Sft6ia;PBB-P2, SKPDLB PBB.Fb, SKPDN Pgg-PJ: '
b. Diajukan seca-ra tertulis dalarn bahasa Iridonesiedengan menca.ntumtan ucsarny" - k;,;;";";;;dimohonkan Frcngur.angan dt";"d--"1"5;' i,;Emcndukung permohonanirya;
c, Disjukan kcpada Kcpala Dilras mclalui Bidsng yangmenangani pBB.;

d. Dilanpiri asli SppT pBB-p2, SKPD pBB-p2, STPD pBB-
-, 9IfDrG pBB-p2, sKpDi<BT pBB-p2, ai_6i; ;;;-P2, SKnDN pBB-p2, ysng dirn"h.^k"rr- ;;r-g;;-;;;"-

c. Wqjib pajak tidal< sedeng mengdukan kebcratan atanrmcngaJukan kcbcratarr nalnun ddak .iq-ar
1i?:I]!ban8kqrl, atas sppT peS_p2, sKpDKB peil6i'
:IP?I<eT pBB_p2, SKIDLB pge_p2,'atau-Sl6;N ;;;lP?, .d9J"r-" hal yang diajut<a:.r pcrruohonsn p..r*rr.rrli,adarar sppr pBB_p2, SKpD ies_p2, sKpdK;-iei'_.;.
S KPDKBT PBB - P2, SKPDLB pee-I}2,, atau -s.6oN-"PBe.]

i Waj.ib pajak ddak mengaju_kan keberaten ataumcngajukan keberatan n&mun ddel< daoardi-pcftimbangken. atas sppT peS-p2 ala;dipo -pHJ_'
P2 ysng rerkair dengan STPD pBe_p2, drt;-I.-.f 

"";"diajukan pcrmohonan p"rrgu".rrgrr, 
"jaUt 

-aTi; i;;:P2: deh
g. Surat_ permohonan ditandatalgani olch Waiib paiak-

9"T d.lg3 hat sr:.rat permohonin ai.."a"."ig"rri-Jilil
bukan Wejib paja& berlaku ketcntuen p.b"e.i t;k rt-;-
l.Srr'at pcrrnohonan harus dilarnpiri dengan Sur-atKuasa Khusus untuk :

a) Wejib paj6_k badan : ata.r.r
b) Wajib pejal< orang pribadi deaRari Daiak va_ngmasih harus dibaya.r lebih tinvat -aari - pil

2.OOO.OOO,OO (dua juta rupiah);
2. Suiat pcr-Eohorrarr har-us dila.apiri dcngar:r suratkua6a, ur:rtuk B.ajib pajak orang pribaai dealan paial<yarrg rna3ih trar.lrs dibalral palhg - b;;al<

Rp. 2.OOO.OOO,OO (dara juta rtrpi6h). - -

(2). wajib pajak ysng rncrrSajukarl kcbcretal kcrnudisnmcncebut kcbcrqtannya tersebut, tidak tcrrnasuk
pengertian Wajib Pajak yang tidak mcngojuks'r kcbcrtan

2\
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sebageirnana diaaksud
1.

pada ayat (1) huruf e da.rl huruf
(3). Permohonan pengu-ra.ltcan

srpD pBB-pi;.'S*,ts'fti' 
"T#"i:?#;"#P FBB:i,r:SKPDLB pBB-p2. sKpDN pBB-p2, y"_J"-aJ -,jri"L,i,i ipcraya-ratan scbagaimarra airnakiua- p"a" --""*..iiil

_dipcrtirnbangkan de:r kcpada wajib p"i"ri 
"ii" lA;:J;!diberirsiukan secara tertulis ' aiseis.i- -;;#-;;;

T:,ldi"":. dalam ja',ska *"1<tL, ;ali.; ,;;*i (Jf,libutaJl terhitung sejak permohonan terscEut ditcrirna. ,

pasd ga

*T!:-:. r:lCysnsa{r scbasailllarla dirnal<sud data-rn oasalro 
_a.rl-pssal32 dapar dibcrikarr kcpaaa wajiu pajai , 

- -**
a. Ka.rena kondisi tcrtcntu objck paj.i - y"ng adahubungannya dcnSan subick p"jax' a.r,f ati.u 

--f."rlil
scbab-scbab tcrtcnnr tainrr*,",

l.Wajib paja.k pribadi, mcliputi :

a) objck pajak yang wqjib pajaknya ora-nR Dribadiyeteral , pcjuang kemcrdJkaan, - vetcra - J;;"i;r<cmcrdekaarl, penerioa tahda jasa Uintans gerilya;atau. janda/dudarya dibcrikan sebcsar 7silo-(tui.llipuruh uma pcrscn) dari pBB_p2 yang tcrutang;
b) objck . peia& berupa 16.1.a,,pert -rrian / pcrkebunan/perikana-n/ i"rc"..r..- 'i.ij

haaunya sangat tcrbatas- y6ng wqjib pejal<nya 
"-.;!pribadi yang bcrpenghasilan rcrriai &u;r.ripenglu.anSan sebesa, paling tinggi ZSZ(tujuh puluhlrina percen)

cl obje\ pajak yang wajib pajaknya orans pribadi va-nqpelrghasuarurya scmata_mata berasal -da;
?::]:iyl*, .sgBllSSq kcwqiiban -"r.rr"v"" pee-_;j
surrt ctrpcnulli dibcriken pcngu.rarrgar.r ..[r""rr. p._t;rr!tiaegi 75o/o (tuju} puluh lirna persc;)

d) objck pajat( y'ang wajib pajaknya orans Dribadi vtu1qrrcrpcnghasilan rcndalr schingei _ 
tcwaiiUai

rnem bayar pBB_p2 sulit aipc-n-ufri a;.-;ik;
P:1C..*ST scbcsar pali.ng tinggi 7soldtujuh puluhrrna perscn);

e) :bjck pqiak.Jans wajib pajsloya orang pribadi yang
berpcnghasilarr rcndah yarrg NUOF 

- pcr mctcipersegiaya rncningkat akibat pcrubahan _tirrckurr"ro
alan dainpa]( positif pcrlba.trgun6_t1 ait.af"JrpenSurangan scbcse-r pling tinagi 7s%(tujuh pr.rluhlirla pcr.sen); dan

f) objek pajak yang wajib pajeJcrya or6.rrs Dribadi verrsbcrupa c6.gar budaya yang tclah ditctap-kan sc6asal
!ir,gun"r, dan/atau lingkungal cagar budaladibcrikarr pengurangsn sctcsar SOy.Itima putrlfr
Flersen).
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(1)

(2t

(3)

, .. 
3:r,:1 o..]* yans wajib pajalnya. adalah w4ib pajakrr-aoaJl yajrg mengala.ai KCmCreh .tan L--..r:-^_rrxurcrrtas taiun pajal< sebelurnnya ;t;;;d:ioapat memenuhi kcwajiban rutirr ?iu.Jf.-"-..
i1r.sr.-s1. sebesar paring *rgg, zii"iu:.iri pJittrrna pcrscn).

b. karena kondisi tertennlnuuungarhyJ-'a.;;;"".oj'.?"uo"ifl*,.I*i""iii
iio#ft3.,.,..."ooi:igry-.r;5;"" El,x:
l.dalam h6_l objck pajak terkena bencana vanqdiakibarkan orch ' p-erisriwa ;,""--'#;.dJ#perisLiwq yans discbabkai olerr afam ;;?TJ;gemp burri,tsunarni, gunung m.tetus, Uarliir.kekcringan, angtn topan,-tanah i."g"". Jlri ui?"illannnya..

2. 
S.alarn hsl objck pajak terkcna sebab lain ya.rtg luar-brasa, mc[puti kcbak
tarama.n da,,/ wabah n"rffH;"^XXl* penvakit

parif A9

P,i"gyongg, seba8aima.tla dirnslsud dalarn pase_l 38
-1]?."f" kepada wajib pajak atas pes_p2 v"rrc-tliite;Iy&r8 tercsnturn delaln sprrr pee_p2 a;/"-L" '56'5
PBB-P2
PBB-P2- tcrutarg yang tercantum dalalh SI(PD pBB-p2seoaga]n]a.rla dirasksud peda avat (1) adaJah o"t"i.Ei"iditsrnbah dcngol dcnda ad rniniseatii..
Apabil- pcngurpnga, sebsgsjrna-na dirnaksud .{rlarn pasa-lj,i,l:18 tclah dibcrikon pcngu.ran8an tidal daoatolrrunts-kEjr pengura.ngsl.r dcnde earnirais-trarif

pr.d 4()

Pcngru'anga.rr scbagaima-rra di.rnaksud dalen'r pasa.l 36dapat diberikan bcrdasarksn permohonan waiiU Ja-iJ --
.I-.JTolot *1 pengurangan pqjak terutang -wqiid pajakscoagarnqrre d.iEu_ksud pada ayat (r) dipat "aia;-uii-

a. perscorangan, u.Dtuk pBB-p2 yang tcrutsllc vano
. tcrcqnturrr delalrt SKpD pBB_fi; d-an
b. perscorangan atau kolektif uJttuk pBB- p2 vanotcrca,rtum dalali SppT pBB- p2.

(1)

t2)

Pcimohonarl
pcrscoraigan

Pa!€I 4f
pcnguraflgan ysng diqiuf<an sccerasebagaimans dimeksud da.larn pasal 3g ayar (2)
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3trH#tril*ff:Tm"si"i.*a.s 3;:,*.
p..al 42

(1) PcnSura.ngan atau pengh€
JallRxa waktr . tPusaLn hsrus diajuka, dalam

". 3JB:go11]". tcrhituns sejal< ta'laaat ditcr.iEranya sppT

" J#fBr-"HI tcrhitung scjak tanasal ditcrirnenya
c l- (sqg) btrlarl terhitung scjak b.n88al d.ircrirnenva

" 
=.]"?lliol*:6n Kcbcratan-pBe_p2l-

" 
"".':::?rHI 

terhitung sejek taigsal tcdadinva
. 

,:,!,ig:) bulq-n terhirung scjik tangAaf tcrjadinya sebab,",', y"1e- luar biasa, kccr.rali 
"p.uu" *sjit-;;; i"llimenufljukkan dalarn i,a"p",,'..p.i-.rrri"fii'i".,fl-"F *:I* tcrscbut ddak

(2) ridak._me,-jriki.-*"*j,i'Tjlif iTtrAIlseoetuEhya atas obickp.',g,"...,!*,*;"J"',""j",,I?S.J'jT*o"ffi "[",[HDencana alarn atau sebab la.ten yang luer biesa.

''' H##9.,*".*'"1Htr,?T-:ppr pBB-p2 atau sKpD
diajuk n' xj..",., -i.ili tLf;ff"T-:,ih",XXffi,Hkeberatan dart atqs gq1.61 p,
surat kcpurusJ u;;;;;:o"}"T keberatan dan atas
bsnding. --' "'-'r4En drrEaksud tidak diajuka-n

pa!.I rl"3
, r) l:T:ll:l-q- pengura-ngan atau penghapusan sanksiaohrnrotratif scbagairnana air,aaf."ua -a"f.._r- p""J.t?

3B# #ss' 5ffi B^;3f; 1#nsuransan "*'-. p'-u-i'a J''

SIF3.-'88"T* 15ffi ::"" m;m l",LT ;ki"ilnurul b, dapat diqiukan ote2{dua, kati. h wajib pajal< pa-ling baflya}
(2) 

P_ale-Er. 
hat wajib pajsj< mcngqjukan pcrmohona.n kcdua.pcfiDohonan terscbut her'us i

y-1i,.s. r.-,"' ---"iil;;'" oH'"* "Hil,rtrf" *ffitarggalpengiriman Surat Keputuss-n 
"a" 

- - 

*-r?"orrl"riilyarlg pcrtafia.
(") 

I:T:n"j-T kcdua scbagairnana dirnal<sud pada ayat (2)narua mcErcnutd ocrsvsiata.r"- plJ'iili".i;;"Jffi, ".%.H,:ft il" dirnalsud

{a) L"-Ton"1"rl kedua yan8 diajr:}an mctarnpa\ri ja.rrskawakru aebagairnana dirtralsud pada ayat l.tt d;;ffibukal scb6gri permohonan scitrngga dd6k daDAtdipcrtiobarrgkqndarrkcpadaw4iUpqi&-ata-;-k;"X;
cuDent4nu*a, secafa tertulis discrtai alasan ya-ig
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mcrlgasar-i dalam jarSka sraktu la-rra I (saru) bulsrrerhrh_rng scjsk permohonan terscUut aitcrimj]

pa..I .+4

D-of<umen pcndulo.rng ya-ng diguna.kar urrtuk mcngajuk&-t
3iffi#Hffi *ffi%ffi "**.:-:*mP:;-.:"5;il8;a. wajro paje.l< pribadi meliputi :

, 9!:-!!ir,* ,".S wajib pqiatglya orang pribadi vetersnpe1uang kcrnerdckaan, pcmbcla keaeidikaa:.r,
P:.:.=" t5lrda jasa bintang gerilya, atau
Janrda/dudarlya berupa :

a, fotocopy kqrh] tAnda qrrggota vctcran, atau fotocoDvsu-at kepurusan tcnta,g fingal<uar.r , ;";il"i;"j5jpcngenugerahen getar kehotrratan a"- p.i"u"i vligDerweneng: dan
b. fotocopy bukti Deluna!

".t.t,-,lr1nv"-:*'- 
PLrurusal1 PBB-P2 t-a.ttun pajak

2. Objek pajak yang objek pejal<nya orans oribadi ,".o
PcnSnasrlarlnya scrnata-mata bcrasaf ae; pcnsl"unairsehingga kcwajiban membaysr pBB 

""Ia dip;;-;i*'bcrupa :

a). fotocopy surat keputusa-n pcnsiun;
b). fotocopy slip pcnsiun atau doklxrcn sejenis tainnya;
c). fotocopy k6itu kclua.rga;
d). fotocoFrl, rekening listrik, aii da-o/tclcpon; dan
e). f-lpc,:ey bukti pctunasan pBB_p2 taiu'l pajskseDclurnnya

3. Objck pajalyajrg objck pajaknya oranR pribadivarrs
oerpcnghqsilsn rendah schingga kcwajiban mcmbalarPBB-P2 sulit dipenuhi berupa :

a).su-rat pcrnyatsar daii w4ib pde]( yans mcnyatalcanbahvva penghasilai wajib pajal<-rcndair; "
b) fotocopy kartu kclua-rga;
c) fotocopy rckening tagihalr listrik, air/ta'gihgn tclepon;
d) fotocofy bukti pclu.rrqsajrr BB-p2 S lima) tsl.url

sebclufErya;
4.objek pajak yang wajib paja.knya ors.rtR pribadi varlcocrpcnBhastlan rendah ysng NJOP pea *.t." o.i""J

T-.TlSk", .akibat pcrubahan fingkurlgafl dan d'arnpalposrut pcm benguns.n bcrupa :

a) suist pernyataan d6-ri w4ib pajsk yaJls Illenvat-akanbal.wa pcnghasitan wqiib pajai< rcnd;h; -
b) fotocoFry SPP| pBB-p2 tehu! scbclurrulrai
c) fotocopy ka-rtu kcluarga;
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d) fotocopy rckeninqtctcpon;de-n - tasiha'! Iistrik, airil tagihan
c) fotocopy bukd pclurscoelurnnve: r6san pBB-p2 rahun paj6_k

" !-!11- nil"r. yana. w€.jib pajalolya ora-ng pribadi vsnolill. ."g:, budaya yang ..r-"r, ai..Epi."i-:.i#lloangunai dan/atau linal
"y* rJ.-ii.' "18;"i':ffi iil";:sar budava berupa
a. waJrJ paJal Badan scbagailnano itimaksua dalarn pasa-l36 huruf a qncka 2. I

keguritan r-*Ji?ff" -,hyEnS mengalarni kcrusisn .tan
ua.r.-a"p"i',,*.i:"',fr *?lf;il:.,",*:HIT""^*;
1. rotocopy rapore' keua'gaii-oi"illJr",j,ii?",
2. fotocopy SpT tal

scbelurnnya; dan 
)unaIr PPh ta}un paiak

3. fotocopy bukri pelL
sebelLrmnya; tnasan PBB-P2 tsl1un Pajs-k

palal 46
Dolruancn pend\rkung untuk rdiajur<an.i."",";;.;;;;",:.HiH"TL*:r,;i.,:t**tS
terkena bencan a ala_rn a t..;1 scuau tain- ye,-,j, ]"..r- T;r=;beiupa;
a. 

l-ur-1t nernV"taandari wajib pajak yang mcnyatakan obiekpaJarcnya tcrkcna bencana 
"r-am 

atau ;-"u"u G"-ilg"i,jllbrasa; dan
b. srrrst keterangan yang mcndukung alasan permohonsndarl Luia}t/Kepala Desa serempat atar: instansi ieri<aii.

pa3al 46

l:3_*"""- pengura-ngan yana diqiukai Bcca.ra kolckrifseDa8autlana dimalsud datah pasal sd "v". fzi h-,;;J ji.;:,"imerncnuhi persyaiatarr dan data penaUcGg.

Pa,arf 4Z
Permohonan pengu-rsngan scca-ra koleLtif d,apat diaiuksn :a. scbelum spsr pee-pz diterbitk; -d;;;*' Ili*Elir.rterrentu yaitu objck pajal{ yang wajib pqr"j;r"'.-"i;;;pribedi vcte.a, pqiua.rrg- kerzrcrdcka;. 

":;*-. ;-;;i:kemcrdclra.en,pcneri.ma tarrda j".a b;'ta;;-;.;ff ";";;
janda/dudanya dcngan pBB_i,2 y".s-i:*.;;*'p;;;

. banyak Rp.SOO,OOO.OOO,OO (tirna rarus jutr. rupiah);-d;b. Setclah SppT pBB-p2 diterbitkan dalaE ha]I. da]€.rn hal kondisi tcrtenn-r l.aitu objck paial< vaDe waiitpaJa*nya oreng pribadi vetcran pejuarrR Ii.-I.a.iii..vetcran pcmt cla kemerdeka.an, p;.cri;a t rra" -"libintartS gcrilya, atau jsnda/dudand j;;**l ei;.ii ,*-
IT,S !"A,""q paling banyak Rp. 5OO.OOO.OOO,OO (limararus Juta rupiah);
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2.dcngal. pBB yang terLltAnq DE

!?r...:y" ribu rupiah), y.i6rl"g benvak Rp. 2oo.ooo,oo

"' ::ljl . Paje-t( .. bcrupa l65an
ffiffi#iff;}it*T"Tdf it"'''ou pi....,.r..., i.,,-c

*, ll!:.o:y:i. B;;:;A;i}"l""wajib pajocrya oianf

-'i#i{1t"1.ru;:';'-#it,; ":i?n,J*f.",ff "
:lftf-:sqhH?.#""effiix."rffiT#::tr;*qt objck pajal yarlg wajib pajaloya orang pribadi venooerpcnghesilan rcndah- -yang 

r.ruoF 
.ir.?-..i.--i

perscgbya mcningkat akiden da_rnpak positif o.-o.r?Xlrfflo*an liaskunsan

" 3"'iffi."83t"fi,#fl:*fil*" .parins banvak Rp.

"r a"l"; - iJ';ij3il';.jji',ti'"1l' r#H;" 
r"_,ocncana . yanS dis_kibatkah .t"t p"-i"u-*l ?f,Jserangk.aiarr pcristiwa yang d.iscbabi<aa 

-;i;; ff;
113r. " l+ g€mpa burai, t.-,.-"*i, gl--ur,i'-"rlfjloanJrr, kekeringan, a.gin topsn, d; .".;i il;::;;

o) i*= ha].objgk pajak terkcna scbab tain yang luarolasa, meliputi kcbakaisna.-zir,,-J"lii'i-"ii#';H*p€nvakitlana'"an

palal 4a
Persyaratal perlnohonon De:
secana kolcl<ii vaih;-.-"* ' Pvnsurangal1 yang diajukan

*1:H:1,':ff* jf,HTlT,.*IjX.,;-?#."T:Hi
a berupa :

1. satu pcrrnohonalr untuk bcbcrapa objck paj6l<dcngafl tahun pajqk yang sarna;
2. diajukan scca.ra tertulis da_la.ra Bahasa lndonesiadengan mcncanrumkan u.."."v" -* o,i.IJi,.Lll
ij;s""."." vang dirnohon ai"..,iti "ti.-.. vl:i

3. -dj4ukan kcpada Bupati Eelalui pcngurus l,csiunvcteran Rcpublik rndoncsia 
f r-vnrf li[ri=o"i-i,#,jpcngurlls organisasi terkait i.r..v" -- 

""ilipcagajuan pcrmohon€n;
4. diajukaJl palinS tanbat tangael 1O (scouhrh)Januari ta].u', pajak yang bcrsa-fgku-rr-, .*.*"",
5. ri_dak mcrniliki runggakan -pBB_p2 tahu-n pajal<scbclurhnya at-es objck pajak yEng airnotro.ntian

Pengufongan.
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b. Permohonqn pcngur.angar.r yang diajukan seca-ra
kolektil scbaSs.imarla dilnaLsud dalarn pasal 47
huruf b, ber:rtpa :

1. satu pcrmohonan untuk bcbcrapa SppI pBB-p2
tshun pajsk yang sama;

2. diajukan secara tertulis dale-l:o Behasa lrrdoncsia
dcngaIl mcncarrtu.I:ckan bcsarnya petscrrtase
pcngurangan ya.rrg dirnohon discrtai a]aseir yelrg
jclas;

3. Rurnah diajukan kcpada Br,rpati rnclsfui :
a) pengurus l,egiun Vete.an RepubUk Indonesia

(L1IRI) sctempat atau pcngrrn-rs orgarlisasi
tcrkait lainnya untuk pelrgqius! pcrinohona.rl
scbagairnana dirnaksud dala-rrl pasa.l 47 hur-uf b
anakq I ;

b) Lurah / Kepala Dcaa sctcmpat, .untuk penBajuan
pcrmohonan scbagairnana dimaksud da.lan
Pasa.l 47 huruf b angka 2 darl a.rrgka 3.

4. dilampiri fotocopy SPP| PBB-P2 yarrg dirnohonkal
Pengurangan;

5. diajuka-n dals-rn jarlgka wsktu :
a) 3 (tiSa) bul6n tcrhitung sejalc ts.rlggal

ditcrirnanya SPPT PBB-P2;
b) 3 (ti8a) bula-n tcrhituflg scjek tar4gal tcdadiDya

bencana alern;
c) 3 (tiga) bulqn tcrhitung scjak tsnggal tcijadinya

sebab lain yang lu6_r. biasa, kccuali apabila
wajib pajak mela.lui pcngu-r.us LVRI setcmpat,
pengurus organisasi tcrkait lejnnya atau
Lurai/Kcpala Dcaa dapat rEcau.njrrkka.rl
bahwa dqlafi ja.rrgka u'aktu te!-sebut tidak
dipenuhi ka-ierta kcadaan yang di lusJ
kekuasaamya.

6. tidak diajukall kcbc.atan at€.s SPPT PBB-P2 yang
dirnohoakart pcrrgu-ranga'r.

Par.l 49

(1) Dokurncn pcndukung r]rrtuk pcft!1ohona't wajib paja-k
yang diajrrkalr sec€ra kolektif oleh pengunrs l,egiun
Vetcr€n Rcpublik Indorrcaia (LVRI) atau orge-rfsasi
tcrkait lainnya sebsSairos,rra dimaksud da]a n Pas6I 43
huruJ b a'rgka 3 hu.ruf a), beiupa :
a. fotocopj/ kartu anggota vcteran tiap-tiap wajib pajak;

d6l!
b. fotocopy bukti pclunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak

tahu.(t pajak scbclu,dlrrya.

2a

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


(2) Dokuincn pendukung untuk pcrrnohodan wajib pajak
yang diajulGn sccqra kolcktif olch Lurah scbagailnsna
dirnaksud dalern Pas6.I 43 huruf b algka 3 huruJ b)
bempa:
a.3urat kctcranga.fl yang trtendukung alasan

F.I.rnohonan dari Lur:ah/Kcpsla Dcsa scternpat atau
instansi tcrkaiti dan

b. fotocopy bukti pelunase! PBB-P2 tiap-tiap wajib pa.jak
tahun pajs-I( scbelu.dnya.

Pa..I 5(,

Peimohonan pengurs-rrgan scca-ra lrtseorErrgstr yang
tidak rneInenuhi pcrsyaratall sebsSeirnarna dimaksud
da]aJn Pasql 37 ayat (1) diaflggap bukslr sebagai
pe[roohone-n schingga lidak dapet dipcrtitnbangks-n.
Permohonen pengu-rangan secaia kolektif yang tidak
aemcnuhi :

a.ketentuan sebagailnana dirnekaud dalaIn Pasa] 47
huruf a ds.rl pcrsyaratan sebagailnaJla dirne-ksud
daldn Pasal 48 huruf a; dar:r

b.ketentuan scbagailnana yar:rg ditnaksud dalarn Pase-l
47 huruf b dai persyarata-n sebagairnana dilnaksud
dalsrn Pass-l 41 huruf b.
dienggap bukan sebagsj pefinohonen sehingga tidak
dapat dipertirnbangkan.

(1)

(3) Dalarn hal pennohonan peng!Liatrgafl iidak
dipertimbsngkan sebs€aimana difitaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Kcpel,a Dinas datsj:n jsngk,a wakttr Paling
l6rna 10 (scpuluh) hari kcda sejak tangA6.I pcrrnohortan
tcrscbut ditaii.Era, ha-flls rEembcritqhukarl sccaj:a
tertulis disertai alasen yang mcndasal'i kcpada :

a. wajib pajak Etau kuasanya.dalaln hal pengajuan
diajukaJl sece-ra pcrseorsnga-n; da,r

b. pcngurus LI/RI sctcmPat, pcnguius organisasi
tcrkait l&imya atau Lu.reh / KcPala Dcsa sctemPat
da.l6tn hal pcrmohonan diajuk8n secara kolelctif.

t4) Dalarn hal pcrmohonan pcDgutanga-lr tidak dapat
dipcnirnba,rgkan scbagairnars dknel<sud pads ayat {1)
atau ayat (2), wajib pqiak masih daPat lncagajukan
ficrmohonan Pcngurangar:r kcrnba.li scpenjeng
'mcmcnuhi pcrsia.rat rr scbaSai'nana dirns-ksud dalarn
Pasal 37 daJI Pasa.l 44.

\2)

(1)

Pr'rl Sl

Keputusan pcrrnohoaai pcngutErrgan dapat bcrupa
grcngaUlrftalr scluruhnya atau scbagisn etau firerrolak
ocrr,]ohonan ! sjib Pajak.
i.orrtr.l..t p"ttqrrtitti"t s.baga'imsrla dirneksud pade
I"'"i irt aii"t"it.t -bcrdasarka r hasil pcncutiarr di
dirr"" 'aurl aiabila dipcrlukan dapat dilanjutkan
dcngan trcnclitia.d di lapa.agan.

l
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{3)

(4)

Pcnctirian sebagaimqna dimaksud pada ayat (2)dilakuka.rl bcrdaserksn surat lugas da-n hasitnva
!11:1q9" -!1q! )aporen T;"1 -'p.;*"jiti;
pcngurangan pBB-p2.

-"-l=,_ l, ditakukqrl pcnelitiai di laperlgsn
f-:1S-1a""" , dirnaks\rd . peda ayat 121 , ' oG".rcnclapat€n harus terlebih dahulu mcmbcltaiuken
:.-:T,1, t.,TuX" mcngcnai wa_ktr.r p.raf..arr""-pcncuuan di laparlgarl kcDada :
a. sajib pajal< atqu kuasqnya dalafi permohonen
- (llaluka.fr sccara pcrscorangan; dano 

,p:1qrrr',r: l\rRI -atau organisasi terkait lainnya atau
Lur'. sh. 

- 
cla.la.ln hal permohonan diajuka.n - 

secarakolekrif.
(5) Wajib paj€-k yarg tclah dibcrikan suatu keputusensebagejrnana dtuna_ksud pada ayat (1) ttd.k a;;;i;i

lo_cngejukan permohonan p€ngr]renga.rl unruk Sppf
._. IBB-P2 atqu SKPD pBB-p2yan8 sama.lrrl Keputllsar p€mbcrian pcngurangan scbagaimaJra

_orr.Dorrsuct 
pada ayat (l) bcrlaku untuk tanun paja-l<yang tlerssngkutan.

par.I 62

Bupati atau Kepala Dinas atas n6rna Bupati sesuei
l.Il.?"{*y. dafaln jangka wa.t<tu paling taha 3(ugal .bulan terhitung scjal tanggai ditlrimalvaperrnononalr pcngu,-angan harue mcmberi sua-nrKcpurussr atas pcrmohona_n pengur-angEn.
1?-1bil,1,j"19? waktu scbagaiaina dinaksud padaayat. (ll tetai terlsrnpaui dai t<epurusai Uilurnorrcrortkan, pcrrnohonan Dcngurangarl dianggapdikabulksn dan ditcrbitkar licpumsao scsuaiderrqsrrpermohonan wajib paja.k da.laE jangka waknr pjngl:rna. I (:arl.r) 

-b]-rlan tcrhitung scla* iartgta wattriclirnaksud bcrskhir.

(1)

(2)

pr..l 63

Ta-ngael diteri.manya pcrmohonan ocnEuraj:rfranscbagairnane dimaksud dalera pasal 45 ada.l-g]. : 
-

a. Tarrggal tallda pcngiriEraIl suftLt pcrEohorran
pcngu_ra,rga"n, ddarn hd disanapaika:: rne.lalui pos
de(tgan tanda bukti pcttgiriEa.tu surat; atau

b. .tenggal. tcrirtla surai pcfuohonan pcngu-rangan delainnal draJu-kan accara langarrDg oleh q,qiib pdsk atau
l<-u"1*y1 kcpada Bupati mctalui Kcpala Di.ias "t ,,
Kepa.la UPT Pendapatan.
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(1)

\2)

(3)

Fasil 64
( 1) Bupqti atas perminta.sr

ffi lff il*:."":Tffi "-*Y,"iL"i#"##o' "df:r;ff*strstir scbass.irnena d.Lnaksud pada ayat
a. denda atau ssnksi adrnir !

:t+1{i.":ffi"*,#["ffi tffi ;:*e-
" Jt"::i 

atau sanksi administ atif sebessr 2olo (dua

'"'i:"fft:""*zg*T,*iF{,,"i,L$*tr;

p&!.I Es

"Jffiff *_ffltf:ffi "#i1 ",Xtiil'""::"'i,-*-tTll 
sccara pcrscorangan atau kotektifl

,'-:l.l::*"1 pcngurqngarr denda ad111ilisgarjf secera
I:r.er<.ut s:9aeaimana diraralaud p"a" "v"iii uiii"i,.l
'.lntuk wajib pajak pribadi dcnp
iTL*.]::, do-to<i:iiii"L"1i,'ltsil.,rllj,$":* o.,'".
,i -j i,a:*T penSiur-angan dcnda adrniaisEarif secara
1:le_lut :cbasairnana dimaksud p"a" 

"v"i irt-ii*]tr-f;il<eplcta uupati melatLri Kcpala Dirras.

pr!.I 56
(l) Perrnintaan .,pengurang4n dcnda adminisEatifscoaganmana dimaksud datah pasal ss "rJlTiiliild. saru pcrnainta-arl diajukEn u,rtuk SppT pBE}_p2SKPD pBB_p2, ats.u STFdiajuka, seca-ra kolcktif, 

D PBB-P2 kccuati yanj
b. diajul<rn kcpada Buoati:c. diejul<sn sccara tcrtulis dalsrn Bahasa Indoncsia;cr. mcngcmuke*.sn besefnvea.'a-" "'a,iiii.'"?'il# ffiffi ':,J".#"ff 

""ilyang Jclas:c. melampirkal surat kuasq khusus dalarn hal surat
l:lT_T*.-ditandatanganilf t"..r.n-i,"irEp"j#

. ::)"Jr q"."lr.taan yang diajukai occara k;lektifi -r. melunasi F,okok pajak y6rrg ahht f*; ;;g;;;"_denda ad-Erirfstretiig. tids-k rDeEtiliki tr-g!.L"- tahun_taiun sebelrrmnyadart bcluo kcdaluwarse mcnurut ketenruin

. pgrpajal<an ysn8 bcrlaku;
" i.Tyrt{r3rr pcngurangarr sccq.ra kolckrif hanvauntlrk 

- 
SppT darr / atau SKPD pBB_p2 , ";" iT;;PBB-P2 Tahun pajak yang sa.tna; da.rl

3l
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3. forocopy bukti pclunasar pokok pajak t.ehun veno
l#"**r" pcn sur-ansan a.rd"-'-"at i1J"-iT

4. fotocopy- slip gaji etau dokurncn Iain vayro
TilIi*I"" besamya pcnshasitan d;7 ";;;
su rat kctcran gan kesulitar kcuan gaII dari' Kepa.leDesa/Luiah.

b. wajib pajak orang pribadi secara kolckif :l fotocopy SppT/sKpD/STpD pBB_p2

^ lrT,"t"k ."fi 
pcngura-ngan dcnda administratifi

2. lotocopy bukti pelunasa-n pBB-p2 5 (Iirna; tahunscbelum.nya atau bukti F,€lunasan tahun_taiunscbeluinnya d6_Iarn hal ll'qjib pajak merniliki,mcn3uasai dan/ atau memanfaarleir obiet oai"i
^ Iang bcrsangkuian kurena deii S (lirna) i;u;;'--3. lirtocopy bukri pelunssan pokok pajd< tahunyang dirnirlt€l{.gll penguiangan dendaaomrnlstratrl; dar
4. surat keterangan kcsulitan keua.ngall da_riLurah/ Kcpa.la Dcse.

c. wqiib pajqk Badan :, lg:::"!q sPPr/sKPD/srpD pBB-p2 ysng

^ ly"*bli. _p9"S llranSafl dcnda ad-mirlistralil
2. lotocopy bukti pelunasell pBB_p2 S (Iirnal tahun

scbclumnya atau bulti pelunasan te}r;-*l.r;;
scbcluErnya d8lerrr hal wajib pajak mcmiliki,menguasai dsn/ atau mcmaff;r.tkarr obickpajal ysrlg bersa.trgkutsn kulEng dar.i S (li;;itshun;

3. fotocopy bu-ki lrchr'rasa'r pokok pqjal< tahurlysna . di-rninta_kan penguiangal1 denda
adrtunistaatif; dan

4. fotocopy laporan keuangafl.

prral 60

S\rrat kuasa khusus scbagriha'ra diIrlsksud dalamPasal 50 ayat (l) hrruf c, bcrlelor ur.rhrk waiib Daiakorarg pribadi dcnSan pokok pajak palina scaif<it if.p. ,5.OOO.OOO,OO (lirna juta rupiafry ian -wajib pajalr 
-

badan.

Prld 61

( 1) Bupati rnemberika-n kcputusen da.lsfl jangka
waktu paling leha 3 (tiga) bulaJr scjak t 'rlgaa_lctrtcrihanya pcrrnintar-n pcngur.angen dcnda
adrninistratif yang telah rnerrcnuhi persyar.atsrr
scbagairnana dirnaksud dslasr pasel 56 ayat (1).

(2) Kcputusan scbagai6F4a diraaksud pada ayat (1)
dapat bcrupa mcngabu.ll€.rr 3clu.aulErya atau
scbagiarl atau mcnolak perErintaan.

33
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(3)

(4)

Apabi.la ja'rgka w6ktu sebagairnana d.i.!rr6_ksudpada. ayat (1) tclsh tcrlampalri dan Bupqti tidakmembcri suatu kcputu3a'r, rnal€ p;rlIlinte"en
dianggap dikabufkan dcngan rncncrbiika'l suatukcputuss.rr scsrr€j dcngan pcrrninta-efl wajib p4ak.
Kepr.rtusen scbagairnene dilnekeud paa-a ayai 1f1didasarka:r pada hasil pcnelitian.

(1)

(2)

(3)

prlel 62

Bentuk formu]i.r :
a. S\.Eat Kcputusan pcngu.r-a.nga't atau penghapusa,

sanksi administr-atif pBB-p2 atau SI@D-pB6_pi atauSTPD PBB-P2 scbagairnarra tcrcantuln da_tarlr
L,arnpirsn )O< pcreturen irdi

b. Surat. I<cputusa:rr penguiangan kctctqpan pBB_p2
yatrg tidak bcnar atas sppT pBB_p2 ata\r sKpD pBB
P-2 atau STPD pBB-p2 scbagaillrana tercsntum
dalarn Ls'npirarl )OO peraturar ini;

c. Surat Keputusan pembatalal1 ketetapan pBB-p2 ya.rlg
tidalc bcnar atas SppT pBB atau SI(PD PBB-F, ;ta;
STPD PBB-P2 yang diajlrkar secera perseorangan
scbagajmana tercanrum delarn t arnpiran fXII
Peranrranini: dsn

d. Surat Keputusan pembats]an kctctspan pBB-p2
yaang tidak bcnar at_as Sppl pBB-p2 yang diajukal
seca,ra kolcl,.tif sebagairn&1a tcrcantum d6.1aln
t aEpiren )O{Il Peraturan ini,
yang lnerupaka.rr bagian yailg tidak tcrpisahka.rr dari
Pe.aflllalr Bupati ini.

BAA \'I
XEDALI'SARAAparal 63

Hak untuk mclet<l.lkan penagihs-n pajsk, kcdatuwsrsa
sctclah melafirpaui jangka wsl<tu S (lirna) t4Lun
terhitung scj6-k saat tcrutsngnya pdak, kccuali apabilaWajib Pajak lnclakuks.rr tindsk pidaDa di bidang
Pcrpaja.ka-n Dacmh;
Kedalunrarsa pcrtagiha$ pajak scbagairnana dirnaksud
pada ayat (1) tcrtangguh apabila:
a. Ditcrbitkan Surat Tegura.rr den Surat Paksa; atr.u
b. Ada Pengakuen utang pajak d6d Wajib paj6k baik

la.n8sung maupun tidak La-rrgsurrg.
Dalarn haf ditcrbitftann,.a Surat Tcguran dan Surat
Paksa scbagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kcdaluwarsa penegihan dihitung sejak tanggal
penya-tlrpeian Suiat Paksa tcracb\rt.
Pengsl<u6-n uta.ng Pajak sccsr:a lartgsung scbagairnand.
dirllak$rd pada ayat (2) huruJ b adals}. liIqiib Pajsk
dengen kcBadarannlra mci\yatekan rnasih acfirpurrysi
uteng pajak dan bclutn mclurEsirrya kcpada Pemerintah
Daeiah.

(4)

34
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(5) Pengakuan utallg secara tidak largsru.tg scbaqaimana
lT*,.-:d pada ayat (2) huruf u aip"i-ai.J,Iiii. aXllpengqru€Ln permohonan angsuran atau penundaalpcmbayaran dan Dcilnoh.Paja}. - )nan keberatan oleh wajib

BAB \/IIAAtA CARA PEITGEl'POAAIT PII,TAITO I(EDALT'WARAApelal 64

{f) Bupati dapat 
- 
menghapuskan piutang pajak Dacra}r

,^, :ry:"ul"t, ridak bisa tcrtagih d; .ud;h k;dJ";;;;'lz, rengnapusafl.. piutarlg pqjak scbagaimaia aimafcsuapada 
. 
ayat ( l ) dilakuksn otch Birpati b;;;;k;

B:ff:n"".', penshapusqn piuta,g p'aJ& ;i;;-il;;;
(3) Pcl.rnohonsn pcnghe.pusari piut.ang scbagairnalradrmat<sud.pada ayat (2) palinA seaikit -I-r_r"ii---"* 

*
:. IraTa-dan alshat wajib pajak;
b. lurrra}t piutang pajak;
c. ta_trurt pajak;

,_, * 9.".-J:"-gtapusan piuta.rtg pajal< .{4) I-\uta-ng Pajak yang dapat diirapuskan sebaqaimanadimaksud padaayat( 1) adslah:
a. SPPT:
b. SI<PD;
c. STPD;
d. Surat Keputusan pembetulan, Sura! Kcorrtusan

Kc bcrata,' dan pu ru san Banding: y;;-;";;J;*;#;jurrrlah pajal< yane n"ius diuav# d.;;nl- ii;;;^*'e. obyek pajek yang bcrdasi-rka:e p.".uJiri*ia"ltermasuk k -iteria p6jal< ' Bl.,rni-_ ;;Bengunanperdesaan dai perkotaai.

( 5.) Piutang Pajak wajib pajaJ< Orang pribadi yanq menr:rruroara runggal{ar pajal< Buni dan Bsngur.tajrl vais daJoapat atau trdal mungkirl ditagih lagi aiscUiaUtanr<arcna:
a. Wajib pajak dan/ar_au pcnenggtulg pajek ddal daoarditemukarr atau meninggal-auii" - 

a.r,g..rl- iiTJrneninggelkan harta wa:.i-s-arr darI tidak ;.;"..-;alli waris atau ahti waris tidak daDar dircmul;,---'*b. wajib pajal< dan/atau eena-ngg;t F"irf. "Ua"*
memp\rnyai ha_rta kckaya,an lagi;c. tidal< ditemukar alalnat pc;ilknya karena obiek

_ pajal sudah tutup darr e.lih manajcrncn:d. hak untuk melakukan -pcnagifrai 
suda'trkedqluwaisa;atau

c. Wajib pajak tidak &par dita'gih lEAi karcna scbabtain,scperri q,qjib paja_k yang tidak dapar dilcmuken
tegl atau dokuficn-dokurDcn scbaaai disa-r Dcnaqi}anpajak tide_l< lcngksp atau tidak d;pat aitciusuri t.oi
disebabksn kcsdaah ya-rrg tidak d;pat dihindaik;

- scpcati bcncana alah, kcba_kAn an den-Iain scbagaiirya;f. scbab lain scauai hasil peneutia.n.
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(6) Piutarrg paj6J< wajib paja-k Badan yang menurur dat_etu''gaak,"'. pajak Burni dan ealgun;lt y?;;-;.;l.-U;;atau, tideJ< mungkin dit€.gih rqgi a]".u"Ui"lr--tiE",--"-.a. wajib pqjak buuer. ritiria";i a;u-;;ilfp:;s.,-.,di_rcksi, korrrisar-i s. Demc?r
"t,..- 

jin-"I -iJ.-'rfi ;"iiliff H,"ff Al*ffipefiitcresai atqu likuidatoclrtemukar; 'r atau k\x"ator tidak dapat
b. Wajib_.. Pajsk dan/atau pcnartgSurtg pajak tidsk
- i:"rnt" ha-rta kekaya.er Laar;c. pcnagiha'l pajal secara -.f.rit t"Uf, dilaksanekendengan penyarnpaian Salirtan sr-,""t p"-Li-t*.ffijpengurus, direksi, likuidr

11s+, ;."s"il; ?Ji1"lrfl?'3l. "i*::lilmaupuft dengan mcn(
_ 31ls.^ra"r, .t".., -.di";H"t"T* 

pada papen
o. hs-t( unruk mclaklrkarl pcnagihaIt pajak sudahkcdaluwa-rsa; atau
e. scbab lain sesuai hasil penelitia.rr.

pasa-l 66
(ll Untuk memastilan keadaar wajib pajsl atau piura]1epajal yang ddak dapar atau tiaak d;gld;;i*.*h*?'.isebag€.i'rana dimak;d d61". p-.asal ;t, ;;;;ffiit#?ipenelitiarj scterDpat arau pcneuuerr actrni4istr-qsi olch

S:1:,.I"'s haslnya ditaporkan aJ._,-Gpli.T' uMiHeneuUalr.
(2) t aporan. Hasil pcnelitiarl scbagairnala d.irl]al<sud Dada

ffat ( I ) hartrs mcnggamuarta, fcaaaai *;"iJ;-..;; :LTprura-ng pajsk yanS bcrsangkutqrr 
".u"g*- a"!i1fiimcnentukai bcsarnya piuts.rta paj6} G;s d;; A;:tditagih lagi darr di"...,*;. ,.;;k'd;i;

pr..l 66
Piutang.p4ak scbegairnana dirnaksud dala& pasal 63 hanvaclapat_di usulkan untuk dilapus scrclah ;;;-L;;r-:iHasil Pcnctitisr scbagairnana di;aksud da.lajrf".lf-o il. -'* ^

(1)

(2t

pr.al 67

Kcpala Dinas mcnJrusun daftar. usulan pcughapusa!
giyta-q eaj+. berdqsarkan L€,poran Hasit pcncUtiall
scDega'frtalra dimal<sud d6IaE pass.l I sctiap sl<hir taluntekwill.
D. €ftar gsularl scbaga_irnana dirnalsud pada avar It)disalnpaikarr kcpada Kcpals Oirr"" 

".tir'p "*J;r;beri-tortn wa
(31 Kepal-., Dinas rncnyarnpaikan daftar usulsn yang rcla}ldrrcutr kepeda Bupeti.
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ps!.I 6a

ff#"Ji; j_+ttrH"*H{tr".=#,H#
munglqn lagi untuk aitafcukgi
n." i.", 

"T,J.i ;;#Tffi. T:".XIT*:.}XLXH
Buku yang dipergunakan u
;::Su::n ;,'$*Fm "Hff "ff':Lr.ti.:,"#
;",*Tlls'""H,iil:Hff lffffi tilT:l'i#"*r"T:

pasal 69

Ii:H:T&+t":x1?"i".."S_TH?":i?i,.ffi ff
;:l'flTth"".isffi 

"rrr,,-P*"""1$;H*';*H

iqgffi ;itt,;i.r;r.kidilSi,,t.ffi
*T;ffiii#"r

. pasal ZO

r"?.q#fr{1.:H1{?H:t "i:"",*", besar deii yans

" :"ffi 
pembayaran pBB yang tidak seher-usnya

pr!.I Zf

lfr-ii$11;+:i:#,F:"r#{"j#""ii#arasan yang jcla6 dcnEqn rnrpct g.mbrri"i, v"-r a,-"|"il.. 
rrrcncenturnksll bcsahya

falrda tcrtna surat pertrohonen scbFg-i,n.,ta dirnaksud
-?:"" 1L". .(t) ye,.,a diberikan 

"w, o"ln".lli-ii.*tillyartg diturtjul< untul< itu atau tanda p";gt t ";; lffi;perrnohonarl mclalui pos t ."at t, rnerr.j"di a".a" iit-u*penerrrhaan su-rat pcrmohonen-

(r)

(2)

(3)

(1)

t2)

(1.)

(2)
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( 1)

l2t

pa&t 72

Kclcbihan pembayarar pBB dipcrhirungkan terlebihoanulu clengan utang paiak.

l?1 .d,"."t persetujuan Wajib pajak ya-rlg berhat< atas
I9,.o,ti" Pembayaran PBB, kctcbihajt tlrscbtrt dapatclrperhitungkall dcngan paja-[< ya.rlg aken tc.utao, 

^i"r,dengan utang pajak atas narrra Wajib pajak lail.l.Pcrhitung.aJr sebaSailnana dirnahud p;da ayat (1) danayat (2) dilakukan dengar pcrnindahbrrkuai. -

paaal 73

Bcrdaserkan hasil pcnelitian atau pemcriksaan terhadaDsurat .perrnohonsn scbagairnana dimal€ud dalafi pa.;jr, rna.rca oalafit Jangka walrht paling larna 12 (dua belastoutarl acjek ditcrimanya surat permohonan secsr;lengkqp, Kepala Dinas atas na-rna Bupati menerbitka.n :a. SKPDLB PBB, epabila jurnlah pBB vanc dib;ve.
. ternyata lebih besar dari yang scharusnvl tc-rutarr"io. Surat pcmberitahusn, apabila juml; pBB s;;a

l-e-rlejxl I.rDJ6i pBB y6]rlg schsrusnya temts.rlg;c. SKPD PBB, apabi.ta jurols}t pBB y;R dibavar?.r.,r,"r"
^ TyianS dT.jur-ltlsi pBB ysng seharu".,y" i"rrt:ri.
l!:?l'" :gt.t"h janska wEktu 12 (dua bclas) UirranKepala lJrnas atas nFmq Bupati tidal memberik_arKeputusan. maka dalaqr waktu 1 (satu) bulan seiel<bera.khimya jengka waktu t .."Urrt, k pj" ;;;"';;;naina Bupati mencrbitkan SKPDLB pBB.

pasal 24

Kelcbihsn pembayaian pBB yalrg masih tersisadrkembelika.rl dalam janaka walcu I lsatu) bula.rl seiJctrterbrtkannya SKPDLB pBB hasil pcmcriksaai Diiasatas aerna Bupati.
SKP_ DLB dibuat .dstarn rE,rgkap 3 (rigal dengalperunruka-n sebagai bcrikut :
a. lemba-r ke-1 untu}( Wajib pqak yang bcrsaJlgkutsrl;b. lemba-r kc-2 untuk Bidang pcrbcndaharaan;-dan
c. lcmbar ke-3 untuk ArsiD.K:p+ Dinas *t . .,"-da Bupati wajib rnencrbitkerl
SP2D paling lambat S (liJna) ha-ri kcrja sejak SKpDLB

Bentuk SP2D scbagai'nana dirnaksud Dada avet I31
ditetqpkal-l lcbii lanjut oleh Kerrala Dihas.' -
Jika pengcmbs_lian kclebi.La'r pcmbayarai dilBl<ukarl
sctela]. lcwat 2 (dua) bulan, eupiti aemUcrit<aJt irnUafalbujlga sebcaa-r 2o/o (du pcrscn) pcr brran etas
kcterlarnbatan pcngcmbaLian.

(3)

(1)

(2)
i

1

(1)

(2)

(3)

l4l

(s)
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{1)

l2l

pa!.I Z6

Bidang. perbendaharaarr mencrima lcmbar kc_2 St(pDLBlrntuk kcmudiail rncrnbuet Sp2D

:ff"? jt3:il11"- "- et"p- i lie"r dcnsan peru n tuken
a. lembqrl<c-l unruk Kaa Urnum Dacrah;o 

:To* 
ke-2 untuk bidang yal,t8 rncncrbitrcalr SKpDLBT

c. lcmbar ke-3 untuk Aisilr_

F"xFHlffRffiH.H;$f i: n";:;;;il

BAB :O
XETENTT'AN PEIIUAT'P

paeal Z6

(l ) Kerenruan lain yang menyangkut pelayanan pBB_p2

,^,+t#"*ii3.H,LKf :t1""",ff,""J.:;,"H;-'-t'' oliftHt"""upad ini mr'rlai bcrlaku pada @nssa.l

1_1* u:U"O orang mengetahuinya, mcmeririr_ahkenpcngundangar peraturali BuDari i.r - i-'il]pencmpahnnya dalam Bcrita Daerj 
qlrr6ar

(3)

Ditctapksn di Situboado
pada tangga-l 22 NoveEtber 2013

BUPATI AII!'BOIIDO,

ttd.

Diunda.r1gkan di Situbondo
pada tangga.l 22 November 2013

SEI(RBTAIIrA DA.TRAII
I<ABI'PATEN AITUBONDO,

ttd.
SYAII"ULI.AII

ffi
Q."*

106 198003 1 005

BTRITA DAERATI I(ABI'P'.AE![ SITI'BO!{DO TAIlI'r 2013 I|OUOR 3A
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